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ABSTRAK

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
ERA ORDE BARU

Lukis Alam
NIM. 13913023

Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan tentunya memiliki
landasan tersendiri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru
terkesan 'menanaktirikan’ dan hampir saja mengisolasi kepentingan pendidikan
Islam, bahkan jika diamati pemerintah akan menghapus sistem pendidikan Islam.
Sejalan dengan itu umat Islam/dirase memiliki kepentingan dalam berbagai aspek
salah satunya adalah pendidikan; Secara global/masa-masa awal Orde Baru hanya
melanjutkan dan memperkuat~kebijakanpOrde | Lama. Secara global awalnya
pemerintah Orde Baru melihat pendidikan(islam sebagai sesuatu yang terpisah
dari sistem pendidikan nasional sehingga cenderung tidak memberikan ruang
gerak yang sama, dan menjadi -alat kepentingam penguasa. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menemukan ‘bagaimanakah ;kebijakan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam menentukarn kebijakan pendidikan Islam era Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada
analisis kebijakan, dengan objek kajiannya pada kebijakan pendidikan Islam era
Orde Baru dan_ Reformasi dengan pendekatan kajian kepustakaan ( [library
research), sedangkan ‘teknik /analisis=mengeunakan /metode, content analysis.
Dalam melakukan content analysis penulis melakukan seleksi sumber
kepustakaan yang berisi teks/tulisan yang dijadikan sumber penelitian dalam
rangka menarik kesimpulan mengenai-kebijakan'pendidikan Islam era Orde Baru.

Hasil dari, penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan
pendidikan era Orde [Baru_dipengaruhi’ pleh kepentingan politik, modernisasi
pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomik terhadap pendidikan Islam. Oleh
karena itu dalam konteks apapun penguasa memiliki kekuatan hebat dalam
menjalankan roda pemerintahan, termasuk pendidikan Islam, Pemerintah memiliki
" kekuatan dan pengaruh yang luar biasa untuk mengubah apapun selama itu
menjadi yang terbaik dan benar menurut pandangannya tanpa harus didiskusikan
dengan pihak lain yang berdampak pada kebijakan apapun dapat disusun dengan
cepat.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Pemerintah, Orde Baru, Modernisasi
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION POLICY IN INDONESIA
DURING THE NEW ORDER
Lukis Alam
Student ID No.: 13913023

The government makes various policies based on certain considerations. The policies
made by the New Order government seemed to disregard and almost isolate the importance
of Islamic education. If closely observed, the government seemed to plan to eliminate the
Islamic education system. Meanwhile, Muslims were supposed to have interests in all aspects
of life, including education. During the early period, the New Order government generally
only continued and strengthened the policies of the Old Order. In general, the New Order
government saw Islamic education as an inseparable part of the national education system.
Consequently, there was no equal degree/of latifude /given,\and it became only a tool for the
interests of the country’s rulers. This resedrch was,aimed to discover the policy for Islamic
education and factors that had influenced its pelicy making)during the New Order.

This research used the qualitative-method focusing on policy analysis. The research
object was the Islamic education policy during the New:Order. The research approach was
library research using content analysis technique.  The researcher selected some library
sources that contained articles on the policy of Islamic education during the New Order.

The results showed that the education-policies during-the New ©Order and Reform Era
were greatly influenced by political interests, Tslamic edtcation modernization, and tendency
for a dichotomy towards Islamic educations As a résult, the'country’s rulers possessed great
power to run the wheel of government in any, contexts, inclnding Islamic education. The
government had great influence'and power to-change anything as'1ong as the change was the
best and most appropriate according to their view without discussing it with other

stakeholders. Therefore, the policy could be made swiftly.

Keywords: Policy, Education, Government, New Order, Modernization
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek
yang penting, dengan ilmu pengetahuan masyarakat menjadi tercerdaskan dan
salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan
pendidikan. Sejak permulaan-perkembangan.]slam, aspek pendidikan menjadi
prioritas masyarakat muslini’di seluruh dunia, bahkan pendidikan merupakan
hal prioritas yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga
sekarang.!

Bila dilihat secara umum (hahwasannya pendidikan Islam tidak dapat
dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia, dari dulu pendidikan Islam di
Indonesia tidak.dapat dipisahkan.dari madrasah dan/pesantren. Terutama kedua
lembaga tersebut telah mengakar di snasyarakat, yang jika dilihat dari aspek
kegiatan belajar [dan || mengdjar 'serta__KutiKulumA yang digunakan telah
terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu benar adanya
bila pendidikan Islam di Indonesia belum menampakkan eksistensinya yang
signifikan dalam konteks pendidikan nasional. Dalam kaitan ini tentunya ada

campur tangan pemerintah mengenai kebijakan yang dibuat , seolah pendidikan

'Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Logos Wacana Iimu, 2005),
hlm.143 - 144.



Islam di Indonesia ini terdiskriminasi dan karena kebijakan-kebijakan yang
dibuat tersebut telah merugikan pendidikan Islam di Indonesia.”

Apabila dipahami sesungguhnya modernisasi pendidikan Islam sudah
diawali semenjak masuknya gerakan modernisasi Islam di Indonésia. Maka
gerakan modemisasi Islam cenderung ingin mengembangkan gerakannya
melalui pendidikan Islam dengan didirikannya model pendidikan modern,
dalam hal ini modemisasi pendidikan yang dilakukan diprakarsai oleh
organisasi-organisasi Islam pada-masa.itu.seperti Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah. Organisasi-erganisasi| itt mengembangkan corak
pendidikan Islam modern dalam hal teknik, kurikulum serta metode pengajaran
yang dilakukan.’

Setelah Indonesia merdeka memunculkan berbagai macam pandangan
mengenai sistem pendidikan nasional terutama pendidikan Islam. Ada upaya
untuk mengintegrasikan \ pendidikan< Istam ' ke dalam “sistern pendidikan
nasional. Segala upaya |yang [ dilakukan /kiranya tidak begitu saja dapat
dilakukan, disenyalir, ada.sebagian kalangan yang,memiliki kepentingan dalam
mengurusi pendidikan Islam tersebut. Oleh karena itu dalam kaitan ini
pemerintah memiliki kepentingan mutlak dalam mengurusi pendidikan di
Indonesia terutama pendidikan Islam.

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang

benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang

Imam Banawi, * Eksistensi Pendidikan Islam pada Era Otonomi Daerah™, Jurnal Hmu
Pengetahuan & Kebudayaan Islam, Vol. 2 No. 1, (Syawal 1428 H), him. 53.

*Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, Cet-1V
{Jakarta : Logos Wacana [lmu, 2002), hlm. 36-37.



akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya sekalipun
institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun
institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang
beradab. Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada
terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi
pendidikan. Dalam hal ini pendidikan jangan hanya dipandang sebagai suatu
kewajiban. Tetapi juga harus pandai merencanakan, mengorganisir, mengemas,
melaksanakan serta mengevaluasi-dan-menindaklajutinya secara bersinergi dan
berkeseimbangan.?

Pendidikan secara umum'merupakan amanat UUD 45, pada pasal 31
dikemukakan bahwa setiap rakyat Indonesia’berhak mendapatkan pendidikan
layak, hal tersebut dibebankan ; kepada . pemerintah untuk senantiasa
mengupayakan pendidikan nasional. Kemudian pemerintah memberikan
kesempatan kepada “selunth |rakyat ‘untuk & menyelenggarakan pendidikan
melalui lembaga pendidikams, baik dembaga/yang dikelola oleh negeri (
pemerintah), maupun_[swastas~Namunrdeniikian kedua lembaga tersebut
senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan pemerintah.

Hingga kini pemerintah telah Amenerbitkan tiga undang-undang sistem
pendidikan nasional, diantaranya undang-undang pokok pendidikan dan
pengajaran No.4 Tahun 1950, Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 yang
khusus diterbitkan pada masa Orde Lama, kemudian Undang-Undang

Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan terakhir UU Sisdiknas

4Hery Jauhari Muchtar, Fikili Pendidikan, Cet. 11, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),
hlm.1.



No. 20 Tahun 2003 pada masa Reformasi. Sementara itu pesantren yang
dikenal selama ini sebagai pioneer pendidikan Islam Indonesia pada tahun
2003 baru mendapatkan pengakuan secara yuridis melalui UU Sisdiknas No.
20 Tahun 2003, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum
sepenuhnya menaruh perhatian pada sistem pendidikan Islam Indonesia.
Demikian juga terhadap madrasah, oleh pemerintah hanya diakui sebagai sub-
sistem dari sistem pendidikan nasional, yang dilakukan sebatas mengurangi
pelajaran ilmu-ilmu agama.’

Tidak dapat dipungkiri baliwa Umat Islam di Indonesia merupakan
unsur mayoritas, bahkan di kaneah" internasional komunitas muslim di
Indonesia merupakan terbesar di |dunia ‘Sehingga keberadaanya menjadi
referensi umat Islam dunia. Sebagai umat mayoritas, maka umat Islam dirasa
banyak memiliki kepentingan dalam berbagai aspek salah satunya adalah
pendidikan. Berbagai | kalangan.. pun, sangat \méngapreasiasi kepentingan
tersebut, dirasa pada saat awal, Orde Bam memunculkan ketegangan-ketengan
politik antara umatnIslarmdengarnkébijakafi-kebijakan pemerintah termnyata
mendorong lahimya intensifikasi identitas keagamaan di sebagian umat Islam,’
disaat yang sama memunculkan semangat kebangkitan Islam yang dipengaruhi

modernisasi Islam di Timur Tengah kala itu.”

SAli Anwar, Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2010), hlm. 35.

SA. Zakki Fuad, Sejarah Pendidikan {slem, (Surabaya: 1AIN Sunan Ampel, 2011),him. 154.

’Ibid., him., 56.



Orde Baru merupakan pemerintahan yang berlangsung di Indonesia
sejak 11 Maret 1966 hingga masa peraliban keprisidenan, dari presiden
Soeharto ke presiden Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.% Orda baru secara
harfiyah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan orde
lama. Namun secara politis orde baru diartikan suatu masa untuk
mengembangkan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang
sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdalam dalam Undang-
Undang Dasar 1945 serta -falsafah—negara pancasila secara mumi dan
konsekuen.’

Secara global masa-masasawal Orde Baru hanya melanjutkan dan
memperkuat kebijakan Orde- Lama. Pada tahap ini madrasah belum dilihat
sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, melainkan hanya lembaga
pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Sistem pendidikan
madrasah lebih/ banyak\/dominasi < olef) muatan-muatan agama, belum
menggunakan kurikulum| yang [belunt terstandar dan memiliki struktur tidak
seragam serta memberlakuan-manajemen- yang tidak dapat dikontrol oleh
pemerintah.’®

Tahap selanjutnya Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan
mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut
bukan sesuatu yang mudah, karena secara undang-undang pendidikan nasional

masih diatur oleh UU No. 14 tahun 1950 dan UU No. 12 tahun 1954 yang

8Samsul Nizar, Sejarah Pendidiken Islam . (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 365.
° Abuddin Nata,Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011),hlm.325.

""Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos, 1999), him. 132.



mengabaikan pendidikan madrasah. Tahapan ini sebenarnya Orde Baru hanya
memperkuat struktur madrasah, baik jenjang maupun kurikulumnya, sehingga
lulusannya dapat memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah
negeri dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi ke sekolah-
sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena
itu untuk menunjang kebijakan tersebut pemerintah mengeluarkan SKB (Surat
Keputusan Bersama) tiga menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu
pendidikan madrasah.! Selamjutnya —memasuki era 90-an, kebijakan
pemerintah Orde Baru mengenaid madrasah ditujukan secara penuh untuk
membangun satu sistem pendidikanhasional yang utuh. Pemerintah tidak
hanya bergantung pada> pendidikan Yalur sekolah, melainkan juga
memanfaatkan jalur di luar sekolah, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan
operasional dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas
keagamaan. Realisasinya\pemerintah segera mengeani JU No. 4 tahun 1950
dan No. 12 tahun 1954 dengan menyusun'UU No. 2 Tahun 1989. Diharapkan
dengan upaya ini madtasah,alean, berkembang ddan dapat berpadu dalam sistem

1."? Menurut Assegaf, ketika Orde Baru berkuasa hingga

pendidikan nasiona
pada akhimya tumbang pada tahun 1998 kurikulum pendidikan nasional tidak

ada perubahan yang berarti."?

"ibid.
Maksum, Madrasah, hlm. 132-133.

“Abdurrahman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional : Pergeseran Kebijakan Pendidikan
Agama Islam dari Pra Proklamasi ke Reformasi, { Yogyakarta :Kumia Kalam, 2005), him .4.



Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan tentunya memiliki
landasan tersendiri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru
terkesan ‘'menganaktirikan' dan hampir saja mengisolasi kepentingan
pendidikan Islam bahkan jika diamati pemerintah akan menghapus sistem
pendidikan Islam, hal itu karena Indonesia bukanlah Negara Islam. Apa yang
dilakukan pemerintah menimbulkan kecemasan kalangan umat Islam, yang

menyebabkan muncul semangat juang untuk mengkomodasi kepentingan umat

Islam melalui kebijakan pendidi am Undang-Undang RI Nomor
ISLAM

P

7
20, tahun 2003 tentang Si (Q_{n “an
yang berbunyi sebagai berik@: v

Pendidikan Nasio
membentuk watak angsa yang bermartabat dalam
rangka mencerd bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi/pesertd\didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,

berilmu kreati G enjadi ga Negara yang

dembih b FTAS

Dari paparan dilsmkﬁnMendemng melihat kebijakan-
kebijakan pendidilwﬁi@NEgi'(ﬂikan pendidikan agama

dengan pendidikan umum. Sejalan dengan hal tersebut paparan di atas menjadi

ional (UU Sisdiknas), pasal 3

INOAmM\

alasan utama penulis melakukan penelitian mengenai perkembangan kebijakan
pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki tendensi
(kepentingan) tertentu, oleh karena itu dukungan penuh dari pemerintah Orde

Baru terhadap pendidikan Islam di Indonesia masih dirasa ambigu.

'*M. Shabir U, “ Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di
Indonesia”, Jurnal Lentera Pendidikan , vol. 16, No 2, (Desember 2013 : 166 — 177), Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaudin Makasar



B. Fokus Penelitian Dan Pert:lnyaan Penelitian
1. Fokus Penelitian
Berdasarkan paparan di atas maka fokus penelitian ini adalah
Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Era Orde Baru
Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a. Bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada pemerintah
Orde Baru ?
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemerintah terhadap
pendidikan Islam.di Indonesia ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan-tujuan penelitian ini adalah :
a. Menjelaskan tentang perkembatigan pendidikan Islam yang terjadi
di era Orde Baru Yang \patut /dicermati juga adalah sikap
pemerintah jOrde baru pterhadap deebijakan-kebijakan pendidikan
Islam. |
b. Mengkaji tujuan pemerintah orde baru dalam membuat kebijakan
pendidikan Islam dan dampak yang ditimbulkannya dari kebijakan
pada orde tersebut.
c. Membuktikan implikasi kebijakan pendidikan Islam yang telah
dibuat oleh pemerintah Orde Baru, serta dampak yang ditimbulkan

dari kebijakan tersebut bagi umat Islam.



2. Manfaat Penelitian
Manfaat-manfaat penelitian ini adalah :
a. Secara teoritis
Bagi penulis pribadi penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah pengetahuan khususnya bagi penulis pribadi dalam
bidang pendidikan Islam. Selain itu dapat pula menjadi rujukan
keilmuan bagi akademisi maupun praktisi dunia pendidikan Islam
serta dapat memberikan-gambaran bagaimana kebijakan pendidikan
Islam tersebut diterapkan di tengah masyarakat Indonesia.
b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi
flembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya
pendidikan Islam. Demikian hal nya para. pemegang kebijakan
pendidikan, kirdnya penelitian ini dapat-dijadikan rujukan untuk
memahami kebijakan pendidikan Islam yang dibuat oleh
pemerintah@rde Baru)dan jreformiasi dalam kerangka memahami
bagaimana kebijakan pendidikan Islam tersebut dibuat yang
tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam aspek yang
melingkupinya.
D. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis

membuat sistematika yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.
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Bab I, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus
Penelitian dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian (secara
teoritis maupun praktis) dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, memuat Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori.
Pertama, Kajian Penelitian Terdahulu, menjelaskan mengenai penelitian-
penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan
dengan kebijakan pendidikan Islam, oleh karena itu penelitian ini memberikan
sudut pandang berbeda dari - penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua,
Landasan Teori. Dalam LandasangTeori ini memaparkan secara khusus
mengenai bijakan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Oleh Negara, Analisa
Kebijakan Pendidikan, Kekbasaan dan Pendidikan.

Bab III, Metode Penelitian. Disini penulis menjelaskan beberapa
hal berkaitan dengan Metode Penelitian, diantaranya: Jenis Penelitian dan
Pendekatan, Sumbers Datay/ Tekniik~Pengimpulan /Data, dan Teknitk Analisa
Data.

Bab IV;, Pembahasan \Dap-Analisa.; Pada bab ini memaparkan
mengenai Pembahasan dan Analisa dari penelitian yang sudah dilakukan,
meliputi : Modernisasi Pendidikan Islam Era Orde Baru, Dikotomi Pendidikan
Islam Era Orde Baru, Aspek Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru
terutama terkait dengan Kebijakan Pendidikan Islam Secara Kelembagaan yang

mencakup mengenai Jalur Pendidikan Sekolah, Jalur Pendidikan Luar Sekolah

(Pesantren).
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Bab V, meliputi Kesimpulan dan Saran. Dalam bab terakhir ini
penulis memaparkan kesimpulan yang mengandung jawaban terhadap Fokus
Penelitian dan Pertanyaan Penelitian pada Bab I di atas serta beberapa saran
yang dapat diajukan, yang didasarkan pada hasil pembahasan bab-bab

sebelumnya.



BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai macam kajian mengenai kebijakan
pendidikan, terutama pendidikan Islam. Menurut pengamatan penulis
kajian-kajian tersebut.melingkupi kebijakan pendidikan terkait dengan
Undang-Undang, implementasi kufikokulum, serta kebijakan pendidikan
yang disusun oleh pemerintah (Indonesia) baik dari era Kolonial, Orde
Lama dan Orde Baru. Namun kiranya apa yang disampaikan dalam
kajian-kajian tersebut belum mengkaji secara khusus dan membahas
mengenai kebijakan pendidikan(Islam di era/Orde Baru dan Reformasi.
Sumber informasi “dan litefature, yang penulis jadikan bahan
perbandinganydan bahan-kajianyyang terdiri dari tesis, skripsi, disertasi
serta jurnal yang bertujuan untuk menggali konsep lebih lanjut
diantaranya :

Pertama, ditulis oleh Noor Haris, topik yang disoroti mengenai
Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945 - 1990). /S Menurut Noor
Haris, - kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah

kebijakan konvergensi. Kebijakan konvergensi berupaya

16Noor Haris, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia ( 1945 — 1990) ", 7esis, Yogyakarta
:PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004.

12
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menggabungkan dualisme pendidikan sebagai hasil dari pergumulan
antara dualisme kekuatan politik (Islam dan Nasionalisme), hal itu sudah
dimulai sejak awal kemerdekaan, Dampak dari kebijakan yang
diterapkan pemerintah tersebut menetapkan bahwa pendidikan agama
tidak lagi menjadi mata pelajaran pilihan, melainkan sudah menjadi mata
pelajaran wajib yang harus diikuiti oleh semua siswa dan mahasiswa,
sehingga menjadi syarat kelululusan ujian akhir. Dalam penelitian
tersebut hanya membahasa—kebijakan pendidikan Islam di era
Kolonialisme hingga Orde Bamu yang- dipengaruhi kekuasaan saat itu,
dimana adanya pertarungan‘dua Kubu-yaitu Islam dengan Nasionalisme.
Apa yang dipaparkan Noor Haris hanya pada paparan secara umum saja,
vang mengedepankan- - pertentangan,  ideologi, sehingga pemaparan
tersebut hanya menyimpulkan sebagai kebijakan konvergensi tanpa
dilandasi_analisa) dan’ pembahasan. Kenapa pemerintah melakukan hal
tersebut.

Kedua) p-dilakukan,, pleh™ Mafiuha, judul yang diangkat
bersangkutan mengenai Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda
dan Implikasinya Bagi Pe:;didikan Islam (1900 — 1942)."7 Tesis
bersangkutan hanya membahas kajian historis mengenai kebijakan-
kebijakan politik Hindia Belanda yang notabene tidak memiliki tujuan
untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, namun lebih kepada

memberikan kesempatan kepada golongan tertentu yang dipercaya ikut

""Maftuh, " Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan
Islam ( 1900 — 1942} ", Tesis, Yogyakarta:PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009.
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mempertahankan  kelangsungan  kolomialnya. Selain itu  yang
bersangkutan menyoroti implikasi kebijakan-kebijakan yang dibuat
pemerintah Hindia Belanda yang berpengaruh bagi pendidikan Islam saat
itu. Implikasi tersebut berpengaruh pada kelembagaan, kurikulum,
metode pengajaran. Sehingga jelas apa yang diteliti Maftuh tersebut
belum membicarakan kebijakan pendidikan Islam pada era Modem
seperti Orde Baru dan Reformasi, karena memang masanya terbatas
hanya pada era Kolonial:

Ketiga, adalali disertasi mengenai kebijakan pendidikan Islam
yang diftulis oleh Abd. Rahman Assegaf dengan judul Pergeseran
Kebijakan Pendidikar-Nasional Bidang Agama Islam 1942 — 1990.1
Yang bersangkutan menyimpulkan bahwa ada beberapa kebijakan
pendidikan nasional yang dapat menimbulkan respon sebagian kalangan
masyarakat, baik dalam _bentuk, respon positif“maupun negatif. Dalam
artian kelompok miasyarakat yang mepanggapi dengan respon positif,
mereka mendukung-kebijakan tersebut:“Namun sebagian juga merespon
negatif, artinya mereka menolak kebijakan yang dibuat pemerintah.
Respon positif tersebut muncul karena masyarakat menganggap jika
pendidikan Islam diselenggarakan secara proporsional sesuai dengan
keberagamaan umat, hal itu berseberangan dengan respon negatif yang
senantiasa tidak menghendaki kebijakan pemerintah  karena

mengahalangi kebebasan beragama di Indonesia. Oleh karena itu tulisan

18 Abdur Rahman Assegaf, "Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama
Islam 1942 — 1990", Disertasi, Yogyakarta :PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004.
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Abd Rahman Assegaf ini menyoroti secara global, dampak kebijakan
pendidikan agama Islam bagi kalangan masyarakat yang pro maupun
kontra. Tidak sampai kepada faktor-fakfor yang melatarbelakangi
pemerintah Orde Baru menyusun kebijakan pendidikan Islam, sehingga
ketika membicarakan sikap pemerintah dalam menyusun kebijakan
pendidikan Islam maka ada faktor-faktor yang melingkupi kebijakan
tersebut. Maka apa yang dilakukan penulis lebih kepada background
(latar belakang) pemerintah-dalam-menyusun kebijakan pendidikan Islam

Keempat, adalah skripsi yang pernah ditulis oleh Nurhayati,'’
yang bersangkutan -mengambil ‘judul tentang Studi Historis
Perkembangan Pendidikan | Islam (di Indonesia (Telaah terhadap
Perubahan Kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UUSPN 1989). Penelitian
tersebut hanya untuk mengetahui berbagai macam perubahan kurikulum
Madrasah Aliyah pas¢a UUS PN 1989 pada kurikuliim tahun 1994 yang
dilihat dari empat komporen kufikulym yaitu: tujuan, materi, metode dan
evaluasi. Selain itu-penelitian ipi~bertujuan umntuk mengetahui berbagai
dampak yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan kurikulum darn
keempat komponen di atas. Penelitian tersebut terbatas pada dampak

perubahan impelementasi Undang-Undangnya pada Madrasah Aliyah.

"Nurhayati, "Studi Historis Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia ( Telaah Terhadap
Perubahan Kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UUS PN 1989)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
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Kelima, adalah Jurnal yang ditulis oleh M. Shabir.® Dalam
tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Lentera Pendidikan, mengenai
Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di
Indonesia. Dalam Pandangannya, berbagai macam aspek dalam
pengambilan keputusan mengenai Pendidikan Islam. Hal tersebut
berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat,
adat istiadat, dan kebudayaan-Menurut Shabir kebijakan-kebijakan yang
dipﬁtuskan oleh pemerintahanpkolonial, awal dan pasca kemerdekaan
hingga masuknya Orde Bam tampak fidak menguntungkan pendidikan
Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam.

Dari kajian-kajian, yang (dikemukakan di atas, peneliti dapat
menyatakan kajian-kajian tersebut belum secara khusus membahas
tentang | "Perkeémbangan Kebijakan Pendidikan\Islath Era Orde Baru".
Maka dari itu apa yang, ditulis/oleh/Noor Haris, Maftuh, Abd Rahman
Assegaf, Nurhayatiyserta~M »Shabir-belumysecara khusus membicarakan
kebijakan pendidikan Islam apalagi pada era Orde Baru. Kajian-kajian di
atas dilakukan pada aspek ideologi, Undang-Undang, studi histors,
masalah politik dan pro-kotra di masyarakat. Namun demikian,
pandangan-pandangan yang yang disampaikan oleh Noor Haris, Maftuh,

Abd Rahman Assegaf, Nurhayati serta M. Shabir dalam kajiannya,

M. shabir, "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di
Indonesia ", Lentera Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaudin Makasar, Vol. 16,
No. 2,( Desember 2013), hlm. 166 — 177.
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terdapat beberapa bahasan atau pemikiran yang sejalan dalam penelitian
ini.
B. Kerangka Teori
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori

yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, teori yang penulis ambil
diantaranya mengenai Pengantar Pendidikan Islam. Selain itu
menggunakan Teori Kebijakan Pendidikan yang meliputi Kebijakan
Pendidikan, Kebijakan-Pendidikan—Qleh Negara, Analisa Kebijakan
Pendidikan serta TeoricKekuasaan dan’Pendidikan. Teori-teori tersebut
tersebut digunakan untuk mempetkuat posisi peneliti dalam memahami
kebijakan pendidikan Jslam.| Aspek-aspek apa saja yang melingkupi
kebijakan tersebut, kemudian pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan
tersebut. Oleh karena itu teori yang penulis paparkan disini merupakan
landasan,_dalam meneliti”Tebitr lanjit. | Sebagaimana)telah disebutkan,
paparan teori-teori tersebut scbagaiberikut,:
1. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik
kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik
menuju kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah
pada pembentukan manusia yang ideal.?! Manusia ideal adalah manusia
yang sempurna akhlaqnya, sejalan dengan misi kerasulan Nabi

Muhammad saw, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia.

2 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan fslam, Cet. 1, { Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005),

hlm.101.
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Agama islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada
‘umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang
sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salah satu ajakan Islam
adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan,
karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan
yang baik dan terarah.”

Berbicara mengenai pendidikan Islam, maka akan berkaitan
bagaimana Islam memberikan —tuang dan kesempatan dalam
mengembangkan iln  pefigetahuan, khususnya pengembangan
pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu pendidikan memiliki tijuan yaitu terciptanya pencapaian
pengetahuan, sehingga dalam pendidikan Islam melakukan upaya secara
sadar, tersp'uktur, terprogram, dan sistematis dalam membentuk manusia
yang memiliki (1) képribadian; (2).handal daiam penguasaan tsaqafah
Islam; (3) menguasai berbagai ilmu ferapan dan ketrampilan yang tepat
dan berdaya ginai®

Dalam studi pendidikan, sebutan "Pendidikan Islam" pada
umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang
berlatar belakang keagamaan. Dapat juga diilustrasikan bahwa
pendidikan yang mampu membentuk "manusia yang unggul secara

intelektual, kaya dalam amal, dan anggung dalam moral". Menurut cita-

22 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 98.

BFahmi Lukman, "Keunggulan Sistem Pendidikan Islam” , Jurnal Dakwah dan Politik, A/-
Wa'ie, Edisi. 67, ( 2006), him. 99-100.
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citanya pendidikan Islam meperoyeksi diri untuk memperoleh “insan
kamil”, yaitu manusia yang sempuma dalam segala hal, sekalipun di
yakini baru hanya Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai
kualitasnya.** Lapangan pendidikan Islam diidentik dengan ruang
lingkup pendidikan Islam yaitu bukan sekedar peroses pengajaran (face
to face), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai
Islam kedalam diri subyek didik.?*

Pengertian pendidikan—Islam menurut Hasbullah merupakan
pewarisan dan perkembangan)budaya | manusia yang bersumber dan
berpedoman pada ajaran Islam sebagai yang termaktub dalam Al-Qur’an
dan Sunnah Rasul, yang dimaksudkan adalah dalam rangka terbentuknya
kepribadian utama menurut ukuran-ukiran Islam.?

Dengan demikian ciri yang membedakan antara pendidikan
Islam dengan yang\lain adalah“pada)penggunaan.ajaran Islam sebagai
pedoman dalam proses pewarisan /dan pengembangan budaya umat
manusia tersebut*-Sedangkan Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa

hakikat pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang dicita-

*Muslim Musa dan Aden Wijdan SZ, Pemikiran Islam dalam Peradaban Industrial,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 35-36.

Nasir Budiman, Pendidikan dalam Persepektif Al-Qur'an, Cet. 1, (Jakarta: Madani Press,
2001),hlm. 1.

% Ahmad D Marimba, Filsafar Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1984), hlm. 23.

“’Hasbullah, Sejarah Pendidikan Istam di Indonesia: Lintasan Sejarah Perasmbuhan dan
Perkembangan, Cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo, 1999), hlm. 9.
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citakan, sehingga dengan demikian pendidikan Islam adalah proses
pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam.®

Dalam proses pembelajaran, Islam senantiasa berpijak pada
guidance yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Maka dalam proses
pembelajaran tersebut secara langsung Islam mengisyaratkan untuk
membina manusia secara utuh secara pribadi maupu kelompok, sehingga
manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan secara
horizontal sebagai hamba Allah SWT yang dapat melestarikan dunia ini
sesuai dengan ketetapan Allah SWT.2>Dalam kaitan ini Al-Qur’an sering
menggunakan kata | fggwa, proses ‘tersebut dimulai dengan proses
perbaikan diri (tazkiyah) selanjutnya dengan proses ta lim.*?

Proses pendidikan’tentunya memerlukan interaksi pendidik dan
peserta didik. Pada proses tersebut berlangsung pemberian pengetahuan,
dapat mengubah| tingkah-laku-dan ‘meningkatkan kualitas menjadi lebih |
baik. Dalam seniva_jénjang/\pendidikan tersebut tentunya harus
dilaksanakan , secara. berkesinambungan,, oleh, karena itu memerlukan

131

sisten pendidikan integral” yang saling berkaitan dengan berbagai

macam aspek yang dibutuhkan.

®Yaidar Putra Daulay, Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), him. 3.

»Abudin Nata, Persfektif Islam Tenag Pola Hubungan Guru dan Murid, ( Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2001), him. 3.

M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, ( Bandung : Mizan, 1995} , hlm. 176.

3! Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, ( Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2002), hlm. 22.
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Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki maka dalam
pendidikan Islam diperlukan pembinaan akal dan jiwa, kesucian dan
etika yang dilakukan oleh peserta didik tentunya dibimbing oleh para
pendidik. Namun demikian, pencapaian tujuan pendidikan tersebut
banyak menemui berbagai faktor hambatan, faktor itu adalah para peserta
didik tidak dapat menempatkan dirinya sebagai pencari ilmu
pengetahuan, seringkali mereka melalaikan tugas dan kewajibannya dan
sebagainya. Faktor-faktor —tersebut—memberikan pengaruh terhadap
ketidakseimbangan tujuan pendidikan yang hakiki.>? Ketidakseimbangan
yang terjadi tersebut merupakanimpact |dari ditinggalkannya nilai-nilai
humanis pada peserta|didik, oleh karéfia itu perlu diseimbangkan etika
spiritual yang tentunya- didasarkan; pada nilai-nilai agama,®® dengan
demikian perlunya dibangun kembali etika-etika peserta didik dalam
menunfut ilmu.

Berkaitan dengan hal/ tersebut| para ilmuwan Islam pun
memberikan |Klasifikasi terhadap [penididikdn Jslam. Azyumardi Azra,
menurut beliau pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu
pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada

Allah SWT.

32 Abidin Ibnu Rusd, Pemikiran Al-Ghazali Te entang Pendidikan, ( Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1998), hlm. 7.

* Abudin Nata, Persfeksif, hlm. 7.

3“Az)rumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (
Jakarta : Kalimah, 2001) hlm. 10.
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Ahmad Tafsir berpendapat, Pendidikan Islam sebagai bimbingan
yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal
sesuai dengan ajaran Islam.** Lain halnya menurut Muhammad Fadhil
Al-Jamaly, ia berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah sebagai upaya
mengembangkan, mendorong, mengajak peserta didik untuk hidup lebih
dinamis dengan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan mulia.*® Dari
definisi-definisi yang diberikan tersebut ada perbedaan mengenai
rumusan pendidikan [slam,-ada-yang menitikberatkan pada penguasaan
teori dan praktek, pembentukan budi pékerti dan sebagainya,

Hakekat pendidikanglslam seperti yang dikemukakan oleh Ubud
dalam Muhamimin” pada dasarnya adalah cara cepat untuk merespon
setiap perubahan dan perkembangan budaya, ia bersumber dari dua hal,
yaitu: ideologi Islam sebagaimana yang digambarkan Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Serta‘situasi’dan kondisi barm yang/dihadapi oleh dunia Islam,
yang pada akhirnya‘unsur-unsdn budaya baru dapat ditransformasikan
menjadi budaya yang.Jslami.

Hal berbeda disampaikan oleh al-Kaylani,*® dia menyoroti

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pendidikan, statemen Ibnu Taimiyah

¥ aAhmad Tafsir , /lmu Pendidikan dalam Persfekiif Istam, ( Bandung: Remaja Rsdakarya,
1992), hlm. 30.

%Samsul Nizar, Fllsafat Pendidian Islam : pendekatan Historis dan Praktis, (Jakarta:
Ciputat Press, 2002), him. 30.

¥Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),

hlm. 46.

B 1bid.
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senantiasa berangkat dari komitmen yang kokoh terhadap apa yang ada
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan memandang keduanya sebagai
sumber murni dan arah yang benar bagi setiap kegiatan pendidikan.
Berbagai macam pemikiran mengenai pendidikan Islam tentunya

dapat dipandang sebagai suatu kerangka keilmuan yang seharusnya
mendasari dalam membahas pendidikan Islam, pemikiran para ahli
pendidikan Islam pun saling melengkapi satu dengan lainnya tentunya
tidak melupakan aspek-penting-dari-pendidikan Islam itu sendiri yaitu
pengembangan sumberdaya manusia.
2. Posisi Pendidikan IslamyTerhadap Sistem Pendidikan Nasional

Sebenarnya |paradigma pendidkan Islam di Indonesia sudah
cukup lama, terhitung dari awal abad kedua puluh sudah memunculkan
mengenai paradigma tersebut. Disaat itu orang-orang banyak yang tidak
puas dengan sistem ‘pendidikafi yang belaku. Sehingg@perlunya beberapa
sisi yang harus diperbaharui, nathun/serfa merta tidak begitu saja dapat
dilaksanakan p, karena, .menyangkut- ¢materi,, metode, sistem dan
manajemen.”’

Saat itu dinamika pendidikan Islam memunculkan sistem
pendidikan pesantren, kemudia sekolah dan madrasah. Jika pesantren

tradisional telah mengalami dinamika hingga sekarang, dari pesantren

tradisional hingga pesantren modern. Kemudian pada model sekolah

**Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,
(Jakarta: Prenada media, 2004), him. 146.
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dengan tidak dimasukkannya pelajaran agama hingga dimasukkannya
pelajaran agama Islam di sekolah negeri dan swasta, hingga akhirnya
keberadaan madrasah yang pada awal pengajarannya pada ilmu-ilmu
agama dan berkiprah di lingkungan Departemen Agama saja, sampai
péda pengakuan bahwa madrasah sebagai sekolah bercirikan agama
Islam, memiliki kedudukan sama dengan sekolah umum.*° Oleh karena
itu berbagai macam keinginan agar pendidikan Islam dapat membentuk
manusia muslim seutuhnyadan—memberdayakan potensi manusia,”!
sehingga ke arah tersebut sebenarnya tijuan pendidikan Islam walaupun
terkesan pendidikan Islam ‘dapat ditumpangi berbagai kepentingan yang
mengaitkannya,
Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan
di Indonesia, pendidikan Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan
Islam mulai bersentulian“dengan sistem pendidikadformal yang lebih
sistematis dan teratur.Tentunya gerubahan ini juga berpengaruh terhadap
arah tujuan jpendidikan -Islam jitu=sendiri, yang sebelumnya hanya
mengkaji ilmu-ilmu pokok agama meningkat meningkat kepada kajian
ilmu yang lain.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nastonal, merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan
suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD

1945. Melalui perjalanan waktu yang cukup panjang proses

O1bid., hlm. 147,

U 1bid.
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penyusunannya, sejak tahun 1945 sampai tahun 1989, tampaknya
undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari wusaha
mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional,
sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang
selama ini masih berjalan. Karenanya masalah-masalah pendidikan
terutama menyangkut kurikulum pendidikan, maka semuanya dibawah
koordinasi Departemen Pendidikan - dan ‘Kebudayaan (Depdikbud).*?
Undang-undang tersebut-diikuti-oleh-seperangkat Peraturan Pemerintah
(PP) sebagai kebijakan yanganengatur pendidikan dasar, menengah, dan
tinggi, ataupun tentang pendidikan luar bisa dan pendidikan luar sekolah,
dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 akhirnya
disempurnakan oleh ‘Undang-Undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Hakekatnya/' sejumlah’, undangundang «.tersebut merupakan
perangkat hukum wpnotuk mengatur sistem pendidikan‘ Tanah Air. Oleh
karena itu, pendidikan JIslaim, yang-telah |berlangsung sejak masuknya
Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pendidikan nasional tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik
sosial maupun kultural berimplikasi terhadap dunia pendidikan Islam di
Indonesia. Dalam tataran makro, persoalan yang dihadapi pendidikan

Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan desain

“?Hasbullah, Sejarah Pendidikan Istam Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo, 1999), him.86.
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atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan
masyarakat. Selanjutnya, bagaimana desain wacana pendidikan Islam
tersebut dapat ditransformasikan atau diproses secara sistematis dalam
masyarakat.

Dengan demikian berarti UU Nomor 2 Tahun 1989 tersebut
merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam system
pendidikan nasional, dan dengan adanya wadah tersebut pendidikan
islam  mandapatkan —-peluang—serta kesempatan untuk terus
dikembangkan.*?

Pembicaraan (mengenaigUU- di atas merupakan salah satu
kebijakan Negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah
proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang ada di
lembaga eksekutif méupun legislatif. Mereka terlibat dalam proses
_pengambilan keputusan dan kebijakan Negafa yang merupakan bagian
dari keputusan politik-Sebagai produk keputusan politik, maka kebijakan
Negara di jbidang=pendidikan pnasional, akan memberikan dampak
terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum dan proses pendidikan
termasuk di dalamnya pendidikan Islam yang secara faktual sejak semula
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.** Sejalan dengan hal
tersebut, Mastuhu mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia

harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan

Sbid, him. 86.

“*Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), him.193.
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komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan
nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia
yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa.*

Pendidikan Islam mengalami perubahan fundamental, baik
sebagai implikasi dari kebijakan Negara mengenai pendidikan, maupun
hasil dari dinamika internal sistem pendidikan Islam sendiri dalam
merespon perubahan tuntutan dan aspirasi masyarakat serta penyesuaian
terhadap kebijakan yang berlaku,*®

Salah satu instrumen yang bisa diharapkan untuk mewujudkan
tujuan di atas adalah pendidikan Islam’ sebagai suatu sistem pendidikan
tertua Indonesia. Sejarall memberi informasi bahwa apa yang kini dicapat
sebagai bentuk dan sistem” pendidikan- nasional, sebagaimana berlaku
dalam kechidupan masyarakat, merupakan hasil komulatif perjuangan
yang terus-meherus\dari para tekoh'dan pejuang\pendidikan negeri ini.”?
Namun, tanpa mehgirangi penghatgaan akan jasa para pendahulu
tersebut masih disaksikan kenyataan bahwa sistem pendidikan yang ada
hingga saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan yang
memerlukan penanganan dengan segera.

Tap MPRS Nomor 27 Tahun 1966 menetapkan bahwa agama,

pendidikan, dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam nation and

S Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2004), him. 291.

1bid., him.193.

M. Saefuddin, Desckularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi dalam "Konsep Pendidikan
Agama sebuah Pendekatan Integratif-Inovatif ", Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1987), him. 102.
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caracter building, sekaligus menetapkan bahwa pendidikan agama
menjadi mata pelajaraq pokok dan wajib diikuti oleh setiap peserta didik
sesuai dengan agama masing-masing. Akhirnya, Tap MPR Nomor 2
Tahun 1988 tentang Asas Tunggal yang menetapkan Pancasila sebagai
satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, lebih memantapkan usaha masuknya lembaga pendidikan
keagamaan (pesantren dan madrasah) dalam kerangka sistem pendidikan
nasional. Dengan demikian,lebih memantapkan pula wusaha
pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.*®
Dalam pada itu Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
(juga tentang Sistem Pendidikan Nasional), usaha integrasi pendidikan
Islam ke dalam sistem  pendidikafi, nasional mendapatkan dasar
hukumnya yang kuat.
3. Konsep Kebijakan Publik

Kata Kebijakan merupakan tetjemahan dari kata policy yang
berasal dari bahasa-dnggris. Kata pelicy-diartikan sebagai sebuah rencana
kegiatan atau pemnyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau
diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan
juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak

penjaminan atau pernyataan tertulis.*® Dengan demikian pengertian ini

*®*Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2007), hlm. 204—213.

*AS Homby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Cet. 5,(Oxford:
Oxford University Press, 1995), hlm. 893.
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mengandung .arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu
rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis
baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.
Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kebijakan
dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berist
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku
dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian | lain ‘mengenai ‘kebijakan dikemukakan oleh M.
Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian
tindakan yang ditetapkan dan dilaksamakan atau tidak dilaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
demi kepentingan selurul-masyatakat.

Kebijakan Yang dikenfukakan joleh Irfan Islamy ini mencakup
tindakan-tindakan yang ditetapkan.pemerintah, Kebijakan ini tidak cukup
hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan
maksud dan tujuan tertentu. Selain itu apa yang ditulis oleh Irfan Islamy
mengindikasikan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang

harus dipenuhi pemerintah dari suatu kebijakan yang disusun.

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaun Negara, Cet.3, (Jakarta: Bina
Aksara, 1988), him. 20.



30

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara
langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas dimasyarakat, seiring
dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi didalam.
pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para
ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye
didefinisikan sebagai "Whatever governments chooses to do or not to
do". Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu,”"

Carl 1. Friedrick dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik
sebagai: Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam sudtu lingkungan, tertentu, dengan ancaman dan
peluang yang ada. Kebijakan yang-diusulkan tersebut ditujukan untuk
memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam
rangka mencapai tujudn tertentus’

Senada defiganihal diatas Dyel dalam Widodo mengemukakan
bahwa dalam sistem kebijakan_terdapat tiga elemen yaitu : (2)
stakeholders kebijakan, (b) pelaku kebijakan (policy contents),dan (c)
lingkungan kebijakan (policy environment). 53

Selanjutnya pasca perang dunia kedua, ilmuwan sosial

(khususnya politik) mencoba untuk mencari sebuah fokus baru mengenai

S'Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (US : New Jersey Prentince-Hall Inc,1987),

him. 3.

52Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009),hlm. 33.

53Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta. Bayumedia, 2008), hlm. 13.
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studi politik yaitu mengenai hubungan negara dan masyarakat (warga
negara). Sebelumnya, studi politk hanya berkutat pada institusi
pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai negara. Selanjutnya, studi
politik terus mengalami perkembangan dari fokus studinya yang berupa
negara. Studi tersebut tidak hanya melihat negara sebagai aktor tunggal
dan netral, tetapi juga di dalamnya terdapat kontestasi, khususnya ketika
menentukan sebuah kebijakan. Selanjutnya, studi tersebut berkembang
pada tahun 1970-an, khususnya. setelah terbitnya tulisan Harold
D.Laswell tentang Policy Scienge.”

Ide "kebijakan publik®mengandung anggapan bahwa ada suatu
ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik
individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendir
berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau
diintervensi oleh pemerintah~atau aturan sosial, ;atav setidaknya oleh
tindakan bersama.”?

Dalamy pembuatan, kebijakan-untuk ,mengatasi masalah yang
timbul di masyarakat, kebijakan tersebut berisi nilai nilai yang selaras
dengan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang akan dikenai

dampak langsung ataupun tidaklangsung dari kebijakan, seperti

dikemukakan David Easton dalam Dye dalam Subarsono bahwasannya

3* Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Y ogyakarta :Pustaka
Pelajar, 2010), him.1.

55 Wayne Parsons, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group,2011), hlm. 15.
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ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah
mengalokasi nilai nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan
mengandung seperangkat nilai di dalamnya.>
4. Teori Kebijakan Pendidikan
a. Kebijakan Pendidikan

Menurut John Dewey dalam Tilaar menyebutkan Education is
the fundamental method of social progress and reform. All reforms wich -
rest simply upon the enactment.of law, or the thereathenig of certain
penalties, or upon changes in mechanical or autward arrangements, are
transitory and futile. Pendidikangadalah metode dasar kemajuan sosial
dan reformasi. Semua-reformasi yang,sisanya hanya pada berlakunya
hukum, atau memberlakuKan. defida tertentu, atau atas perubahan
pengaturan mekanis atau luar, yang sementara dan sia-sia.>’

Pendidikan \yang—selama ifiydilaksanakan “merupakan suatu
kegiatan yang diberikan kepada peserta didik agar tercapai kemampuan
optimal, haltersebut. dilaksanakan-dengan, tepprogram, terencana dan
dapat dievaluasi.®® Hakikat dar pendidikan menumbuhkan dan

mengembangkan potensi-potensi pembawaan yang ada dalam peserta

didik, oleh karena itu pendidikan merupakan hak asasi yang harus

5 Ibid, him.22.

*"Toha Mahsun, Kebijakan Pendidikan Nasional dan Implikasinya Terhadap Pendidikan
Agama Islam, dikutip dari http-/edukasi kompasiana.com/2014/10/29/kebijakan-pendidikan-

nasional-dan-implikasinya-terhadap-pendidikan-agama-islam-699244.html, pada hari Rabu
tanggal 07 Januari 2015 jam 09.30 WIB.

*®Supardi , "Arah Pendidikan di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi ",
Jurnal Formatif 2 : 111-121, ISSN : 2088-35xx, Universitas Indraprasta PGRL. TT



a3

dipenuhi sepanjang hayat,” maka tanpa pendidikan mustahil manusia
dapat berkembang sejalan kehidupan yang dijalani.

Bila membicarakan kebijakan, maka akan berkaitan dengan
definisi kebijakan sesuai padanan kata dalam bahasa Inggris. Kebijakan
atau policy bermakna sekumpulan keputusan yang diambil oleh
seseorang atau sekolompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.% Selanjutnya pendapat yang
dikemukakan Noeng Muhadjir,-bahwa kebijakan adalah alternatif yang
diambil atas pengkajian terhadap sesuatu masalah.®!

Kebijakan pendidikan termasuk dalam ranah kebijakan publik,
oleh karena itu definisi yang dikemukakan adalah kebijakan pendidikan
berdasarkan hakekat “pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan
merupakan keseluruhan proses- dan hasil perumusan langkah-langkah
strategis pendidikan /yang“dijabarkan, dari viSi,\misiypendidikan, dalam
rangka untuk mewbjudkdan ter€apainya/tujuan pendidikan dalam suatu
masyarakat yuntuk-suatu-Xkurun pgwaktu tertentu.? Untuk menentukan
pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, perlu
pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan kebijakan,

yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan

S bid.

°°Supandi dan Ahmad Sanusi, Kebijakan dan Keputusan Pendidikan, ( Jakarta : Dirjen Dikti
P2LPTK, 1988), him. 11.

®'Noeng Muhadjir, Metodologi Kebijakan, (Yogyakaria : Rake Sarasen, 1998), him. 15.

11 A R. Tilaar & Rianto Nugroho, Kebijakan Pendidikan , ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008) , hlm. 140.
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kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat
dari tingkatan ekonomi.

Aspek yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan
adalah konteks kebijakan. Ini harus dilakukan karena kebijakan tidak
muncul dalam kehampaan, melainkan dikembangkan dalam konteks
seperangkat nilai, tekanan, kendala, dan dalam pengaturan struktural
tertentu, Kebijakan juga merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah
tertentu, kebutuhan serta-aspirasi-yang berkembang. Aspek selanjutnya
yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah pelaku
kebijakan. Aktor kebyjakamypendidikan bisa dikategorikan menjadi dua,
yaitu: para pelaku resmi dan pelakultak resmi. Pelaku resmi kebijakan
pendidikan adalah perorangan. atau lembaga yang secara legal memiliki
tanggungjawab berkenaan dengan pendidikan. Aktor tak resmi kebijakan
pendidikan |adalah \individu |atau ofganisasi /yang, terdiri darl kelompok
kepentingan, partai pelitik, dan fhedia,®

Kebijakan -pendidikan yang-tidak; menentu yang dibuat setiap
bergantinya kekuasaan menandakan sistem pendidikan yang masih tetap
terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif sehingga
terkungkung di dalam paradigm-paradigma yang tunduk kepada

kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat banyak,®* karena sistem

Mudji Raharjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, (Malang: UIN Maliki
Press, 2010), hlm 5.

1. A R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Persfekiif Abad 21
, (Magelang : Tera Indonesia, 1998), hlm. 25.
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pendidian pada- era ini-terutama sejak Orde baru yang otoriter telah
melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan
pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif
telah menunjukkan prestasi luar biasa.®®

Oleh karena itu dalam presfektif tersebut, pemerintah sebagai
pemegang otoritas dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah
termasuk pendidikan. Apa yang dilakukan pemerintah merupakan salah
satu bentuk otoritarianisme pendidikan yang terlihat kuat dan dominan,
terlebih hal tersebut dilakukan pada era orde baru. Pemerintah cenderung
mengimplementasikan sistem pendidikan sesuai garis petunjuk dari atas
(indoktrinatif ). Segala sesuatunya telah disiapkan dalam bentuk juklak
(petunjuk pelaksanaan) dafn juknis (petunjuk teknis) sehingga tidak ada
tempat berfikir kritis dan alternatif. Dengan demikian organisast
pendidikan | diatur \bégitu~rupa; sehingga tidak, adaykesempatan untuk
dinamis kerena seégala Sesuaty\ditentukan dari atas dengan berkedok
kepada persatuan persepsi.dan orientasi-dan s'.=:bagainya.6'5

Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan
sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam
menajalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang

kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

1y jair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani ,
(Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003), him. 8.

%Tilaar, Beberapa Agenda, hlm. 17 — 18.
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Hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang kehidupan diluar
pendidikan, perlu dibahas agar terjadi sinergi antara sistem internal
pendidikan dan faktor eksternal tersebut. Tantangan eksternal dari sistem
pendidikan seharusnya merupakan sumber inspirasi yang paling utama
dalam melakukan perubahan dan pembaruan sistem pendidkan itu sendiri
secara internal.

Dengan melakukan kajian terhadap keadaan dan permasalahan
mengenai bidang-bidang-kehidupan-lain di luar pendidikan, beberapa
permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem pendidikan akan
muncul kepermukaan. Tantangan‘masa depan bagi sistem pendidikan di
Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkkan
pendidikan secara internal, “tetapi. juga bagaimana meningkatkan
kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain.

Dengan| demikian, | pendidikan merupakan sebuah proses
pendewasaan manusiav(peserta didik) yntuk dapat berinteraksi dengan -
lingkungannya., Broses interaksi|tersebdt “dilaktikan melalui serangkaian
latihan dan pengalaman yang dijalani oleh peserta didik. Dalam makna
lain, pendidikan bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan
nasional atau sekedar persesuaian nilai-nilai yang ada di masyarakat,
akan tetapi lebih dag itu, pendidikan harus dilihat sebagai salah satu
kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada

kehidupan masyarakat masa depan.m

$H.AR. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional , (Bandung: Remaja Rosda Karya,
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Dalam kaitan tersebut tentunya pendidikan memiliki visi dan
misi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya.
Tentunya dalam merumuskan visi dan misi pendidikan senantiasa
ditopang dengan berbagai macam aspek melingkupinya. Salah satunya
adalah aspek kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan
harus disusun oleh pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang
hlemmuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk
merumuskan kebijakan pendidikan:

Pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya pendewasaan
mental, intelektual, |cdan “wspritual,, maka dalam kebijakannya,
pendidikan harus diseting sedemikidn rupa, sehingga keberadaannya
dapat betul-betul dirasakan- oleh masyarakat. Unsur utama dalam
kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam
perumusan kf:bijakannya.68

Sebelum berbicara mengenai, keébijakan pendidikan lebih lanjut,
ada baiknya pditinjauw, lebihpdahulu- definisi skebijakan secara umum.
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari
bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan
atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi
oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga

diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan

1992), hlm. 149.

R PPN dan Bank Dunia, School Best Manajemen , (Jakarta: BPPN dan Bank Dunia,
1999), hlm. 21.
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atan pernyataan tertulis.” Pengertian ini mengandung arti bahwa yang
disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan,
kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh
pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat
terkait dalam suafu kebijakan,

Selain itu, James E. Anderson memberikan pengertian
kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.”® Pengertian ini
memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang
pelaku atau sekelompok pelaku yangbeérisi serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu. Kebijakamrini diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu
masalah tertentu.

James E.CAnderson/secara lebih jelas menyatakan bahwa
yang dimaksud kebijakan. adalah.kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya,
berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan

itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat

AS Hormby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Cet. 5, (Oxford:
Oxford University Press, 1995), hlm. 893.

James E. Anderson, Public Policy Making, Cet. 3, (New York: Holt, Rinehart and
Winston, 1984), him. 3.
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pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar
dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif
dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai
suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5 )bahwa
kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-
undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).”!

Anderson yang—dikutip~oleh Ali Imron mengemukakan
bahwa kebijakan adalah serangkaian‘tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang mesti ditkuti 6leh para pelakunya untuk memecahkan suatu
masalah.”

Kata kebijakan yang-dikaitkan dengan kata pendidikan maka
akan menjadi kebijakan pendidikan (educational policy). Pengertian
kebijakan pendidikan sebagaitmana.dikutip oleh*Ali Imran dari Carter V.
Good bahwa kebijakan pendidikan/\adaiah suatu pertimbangan yang
didasarkan jatas jsistemnilai, dan—beberapa penilaian terhadap faktor-
faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai
dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga
serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman

untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat

" Ibid. him, 3- 5.

2Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa
Depannya, Ed. I, Cet. 2, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002} , him. 13.
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tercapai.n Sehingga dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan salah
satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti
ekonomi, politik, pertahanan, agama dan sebagainya. Dengan demikian,
dapat dakatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari
kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah setidaknya memberikan keleluasaan dalam
menjalankan pendidikan ~terthadap~ umat Islam dan setidaknya
kepentingan umat | Jélam «dalam “‘memperoleh pendidikan dapat
diakomodasi. Namun demikian, Kebijakan pendidikan Islam yang dibuat
pemerintah harus mengupayakan ségala kepentingan yang ada di
dalamnya. Hal tersebut. selaras dengan kebijakan pendidikan nasional,
hendaknya kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir seluruh
kepentingan masing-masing unsur.)yang /berbeda) tersebut. Apapun
yang disusun dalamy  kebijakan /\pendidikan Islam tidak harus
menghilangkan, ¢ifi “khas pendidiKan(iiasiopal yang mengedepankan
unsur-unsur nasionalisme sebagai simbol pemersatu bangsa. Lebih
dari itu pendidikan harus dikemﬁangkan untuk mengoptimalkan
potensi-potensi yang ada, dan karena itu sebenarnya menjadi salah satu
tonggak kebesaran bangsa ini.

Perlu diketahui bahwa model sentralisasi pendidikan yang

sebelumnya mewamai dunia pendidikan Indonesia dengan segala

Bibid., hlm. 13.
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plus minusnya, telah terbukti kurang - efektif menghasilkan outcome
yang tidak banyak berperan terhadap kemajuan bangsa. Hal ini
dikarenakan kebijakan pendidikan hanya dapat menguntungkan
beberapa pihak dan merugikan pihak yang lain. Di antara kelemahan
model pendidikan selama -ini adalah adanya opini yang sama bahwa
pendidikan dianggap berhasil bila ia mampu menjadikan peserta didik
seperti orang lain (misalnya guru, atau tokoh-tokoh yang dianggap
berhasil), yang berdampak-pada—kemandirian dan independensi peserta
didik tidak mendapatkan perhatian. Permasalahan-permasalahan tersebut
yang menjadikan sektor ‘pendidikan’ Islam tidak dapat berkembang
sampai sekarang.

b. Kebijakan Pendidikan Oleh Negara

Substansi kebijakan pendidikan tentunya berasal dari kebijakan

umum \yang berkemtbang selama, ini. Dalam-kebijakan umum peran
peﬁ1erintah sangat dominan, bila‘hal tersebut mengacu kepada kebijakan
publik ( public policy). Fntuk memahami bal tersebut ada baiknya dikaji
terlebih dahulu mengenai kebijakan public yang nanti melandasi dari
kebijakan pendidikan.

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara
langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas dimasyarakat, seiring
dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi didalam
pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para

ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye
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didefinisikan sebagai "Whatever governments chooses to do or not to
do". Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu.” Kebijakan merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.75

Menurut Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian plihan-
pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat
pemerintah pada bidapg-bideng-yang.menyangkut tugas pemerintahan,
seperti kesehatan, pendidikang kesejahteraan masyarakat, perkotaan dan
lain-lain. Sedangkan: memmrut® Islamy kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan>yang | ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyarakat.”®

Ali | Imron \dalam_ bukunya) Analisis—'Kebijakan Pendidikan,
dikutip dari Carterl V=Good mithjelaskan bahwa kebijakan pendidikan
adalah salali jsatii kebijakan)Negara; miemberikan pengertian kebijakan
pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang
didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor

yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar

"Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (Engelewood Chief, New Jersey Prentince-
Hall Inc, 1987), hlm. 3.

5Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 83.

"william N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ( Jogjakarta:Gajah Mada
University Press,2003), hlm .69.
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untuk mengopersikan pendidikan yang  bersifat melembaga.”’
Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai
pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat
melembaga bisa tercapai.

Kebijakan pendidikan yang dibuat tentu sangat erat
hubungannya dengan kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan politik,
ekonomi, luar negeri, keagamaan dan sebagainya. Dalam hal ini
kebijakan pendidikan Islam-yang-dibuat di era Orde Baru dan Reformasi
tidak dapat berdiri sendiri, ketika kebijakan publik berubah maka
kebijakan pendidikan Jslammdapat berubah pula. Tentu dalam hal ini
pergantian  kebijakans merpgpakan Usesuatu yang lumrah dalam
pemerintahan. Maka kebijjakan pendidikan Islam yang dibuat pada era
orde baru dan reformasi memiliki dampak kepada masyarakat muslim di
Indonesia /secara umumi_walaupun) secara/-langsting mereka tidak
merasakan dampak tersebut.

Kebijakan--pendidikan p=dinila® jsebagai proses dan telah
dihasilkan dari langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan
dalam visi dan misi pendidikan. Hal tersebut dilaksanakan guna
memujudkan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun
waktu tertentu sehingga implementasi dari kebijakan pendidikan itu
dapat berupa undang-undang pendidikan, instruksi presiden, peraturan

pemerintah, keputusan pengadilan, serta peraturan menteri dan

" ali Imron , Kebijakan Pendiikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 36.
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sebagainya yang terkait dengan pendidikan.”® Bisa jadi kebijakan
pendidikan Islam dalam hal ini policy maker adalah pemerintah Orde
Baru telah membuat suatu kebijakan yang dapat mengakselerasi
berbagai macam kepentingan disana, namun bila disadari justru
kepentingan-kepentingan  tersebut memutarbalikkan tujuan dar
pendidikan Islam itu sendiri. Segala macam kebijakan pendidikan Islam
saat itu tentu diawal kebijakan tersebut dibuat ingin memberikan
sumbangsih untuk kemajuan-bangsa_ini. Namun kenyataanya bila
diperhatikan kebijakan tersebut malah menguntungkan sebagian pihak.
¢. Analisa Kebijakan Pendidikan

Manusia meémbutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.
Pendidikan merupakan uSaha. -agar manusia dapat mengembangkan
potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang
dikenal | dan diakui, oleli“masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa
setiap warga,, negara berhak ymendapat, pendidikan, dan ayat (3)
menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen
bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah

satu tujuan negara Indonesia.

®Hasto, Kebijakan Publik dan Desentralisasi Pendidikan, (Yogyakarta: LPM Press, 2006

him. .3,
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Terciptanya manusia seutuhnya menjadi tujuan agung dar
semua proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kata "manusia
seutuhnya" menjadi simbol dari sebuah generasi yang dianggap
memenuhi harapan bangsa Indonesia untuk melestarikan
pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi budaya-budaya luhur
sebagai ciri khas kepribadiaan bangsa Indonesia. Ciri manusia
seutuhnya menurut Ahmad Tafsir adalah manusia yang memiliki
jasmani yang sehat, kuat-dan-terampil, memiliki akal yang cerdas dan
pandai yang mampu; menyelesaikah masalah secara tepat, cepat,
ilmiyah dan filosofis, ‘wmemiliki -'dan mengembangkan sains dan
filsafat, serta memiliki hati| yang bertakwa kepada Allah SWT yang
ditunjukkan dengan - sikap ..sukarela, untuk menjalankan perintah-
perintah Allah SWT dan menjauhi larangan—larangan—Nya.79

Pendidikan/ nasional< meémpunyai / visi_“terwujudnya sistem
pendidikan sebagai ‘pranata sosial /yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua-warga jnegara~Indongsia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab
tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam hal ini untuk menunjang terwujudnya visi dan misi
diatas maka disusun kebijakan pendidikan. Sehingga dari situ muncul
konsep kebijakan pendidikan, yang sebenamya tersusun dari dua kata

yaitu kebijakan (policy) dan pendidikan (education). Kebijakan dapat

™ Ahmad Tafsir, I Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Rosda Karya,
1994), hlm. 50.
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diartikan sebagai: kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; atau rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak;
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman
untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.®
Pendidikan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci
pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas dalam suatu
negeri.’!

Kebijakan pendidikam,merupakan rumusan dari berbagai cara
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.** Kebijakan pendidikan
adalah keseluruhan proses dan hasil perimusan langkah-langkah strategis
pendidikan yang dijabarkan dari (visi, misi pendidikan, dalam rangka
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu
masyarakat untuk sdatu_kuroni, waktu tertentu.®> _Menurut Onisimus,

kebijakan pendidikan“apabila dikaitkan/dengan kebijakan publik ialah

proses, aktivitas, [strategi; prosedur, daf alternatif langkah-langkah yang

®Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi,”dan
Implementas, (Bandung: Alfabeta, 2013), him. 207.

$Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan
menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),hlm. 58.

821 A R.Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran
Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 7.

B Tilaar,Jdem: Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan
Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 140.
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digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan nasional yang
ditetapkan secara komprehensif dalam suatu kurun waktu tertentu.®*

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh
konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka
yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tesebut.®®
Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama
dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia
mampu melahirkan dan.memelihara-pengetahuan dalam kitannya dengan
tindakan.*®

Suatu kebijakan Wdapat’ diambil dan diputuskan biasanya
dilatarbelakangi oleh adanya masalah.\Masalah biasanya muncul ketika
ada kesenjangan antara dunia.cita-Gita (das sollen) dengan dunia nyata
(das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka
mengurangi keésenjangan_yang ada atay mendekatkan antara dunia cita-

cita dengan dunia nyata tersebutl™

8 1bid., Amtu, Manajemen, him. 213.

8Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy), (Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada,1996) , him. 47.

8 Ace Suryadi & H. A. R. Tilaar, M. Sc. Ed, Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu
Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1994), him. 40.

8 Arif Rahman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Fi ormulasi dan Implementasi,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm .85.
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Analisis Kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk.
Menurut Dunn, bentuk analisa kebijakan menjadi 3 ( tiga) bagian,®®
yaitu:

a. Analisis Kebijakan Prosfektif
Analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada
konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan
diterapkan. Model ini ini disebut pula sebagai model prediktif.
b. Analisa Kebijaka-Retrospektif
Analisa kebijakan retrospektif merupakan analisa yang dilakukan
terhadap  akibat ‘wykebijakan | setelah suatu  kebijakan
diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluative.
c. Analisa kebijakan integratif
Analisa ini menggabungkan analisa prosfektif dengan analisa
kebijakan retrospektif.

Dengan addnya metodé\yang dikemukakan Dunn itu, analisa
kebijakan pendidikan, Islamypada-erasOrde Baru dan reformasi dapat
dikemukakan bahwa kebijakan yang disusun pada era tersebut
merupakan suatu bentuk sebab-akibat. Sehingga dari hal tersebut analisa
kebijakan berupaya untuk menjelaskan background permasalahan dan
akibat kebijakan pendidikan Islam disusun pada era tersebut tentunya
dengan memperhatikan factor-faktor yang menjadi aspek penyusunan

kebijakan tersebut.

Bwilliam N. Dunn, Pengantar, hlm. 117 - 124.
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QOleh karena itu analisa kebijakan terutama pendidikan Islam
selalu berkaitan dengan hal-hal umum dan sesudah kebijakan tersebut
ditetapkan dan diimplementasikan. Analisa yang dilakukan berusah
-untuk memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu
kebijakan, bisa jadi deskripsi mengenai kebijakan tersebut bahkan
eavaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Dalam hal
ini penulis menggunakan teori analisa kebijakan untuk mendeskripsikan
kebijakan pendidikan pada-era—orde-baru dan reformasi, aspek-aspek
yang terkait dengan| kebijakan yang’ dibuat serta factor-faktor yang
mempengaruhi pemerintah menyusun kebijakan pendidikan Islam.

d. Kekuasaan dan Pendidikan

Pada era sekarang, ini-kehidupan manusia senantiasa dipenuhi
dengan berbagai ragam aspek, mulai dari aspek ekonomi, politik,
pendidikan dan sebagainya. Aspek-dSpek tersebut patut diperbincangkan
karena sudah menjadi-konsumsi masyarakat dan senantiasa memberikan
persfektif tersendiri~bagi-masyarakat: Dalam hal ini perbincangan yang
tidak ada habisnya berkenaan dengan kekuasaan dan pendidikan. Karena
kedua hal tersebut saling berkaitan, karena dengan kekuasaan timbul
berbagal macam aspek pendidikan yang dilihat selama ini dan
dimungkinkan tanpa ada kekuasaan, kebijakan pendidikan tidak dapat
disusun.

Masalah kekuasan merupakan fenomena yang sangat menarik

khusunya bagi masyarakat modern. Selain hampir seluruh aspek
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kehidupan manusia diliputi oleh pengaruh kekuasaan, kekuasaan itu
sendiri dalam arti ingin menguasai sesuatu merupakan sifat dasar
manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan mungkin hanya
diidentikkan dengan kekuasaan politik, padahal itu hanya sebahagian dari
apa yang disebut kekuasaan sosial (social Power). Seorang pakar
sostologi, Gianfranco Poggi membedakan kekuasaan sosial atas tiga
jenis, yaitu: 1) kekuasaan politik; 2) kekuasaan ekonomi; dan 3)
kekuasaan normatif atau-ideologis.

Gramsci berpendapatpbahwa kekuasaan adalah kondisi sosial
dalam semua aspek kenyataan social yang didominasi atau disokong oleh
kelas tertentu. Dengan demikian dalam pandangan Gramsci kekuasaan
membentuk hubungan-edukasional (_educational relationship), sehingga
hal tersebut akan membentuk civil society yang meletakkan dasar-dasar
kekuasaan. Peéran kekuasdan—dapatymempengarubiiyproses pendidikan.
Kekuasaan itulah yang, menyebabkan terjadinya perang posisi (war of
posisition), jsehingga, antara,masyarakat danskekuasaan ( pemerintah)
terjadi perbedaan persfektif yang berakibat terjadi adu kekuatan diantara
pemerintah dan masyarakat.”

| Dalam kaitan itu juga Paulo Freire melihat bahwa Pendidikan
pada dasarnya senantiasa bersinggungan dengan kekuasaan, dalam hal ini

kekuasaan dapat dipahami sebagai salah satu aspek kehidupan

¥ _A.R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, (Magelang; Indonesia Tera, 2003), htm. 72.

PR oger simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Cet.4
, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004}, hlm. 33.
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masyarakat yang berkaitan dengan persaingan. antar kelompok untuk
memperebutkan pengaruh dalam kawasan pendidikan itu sendiri, serta
dapat dipahami bahwa relasi kekuasaan dan pendidikan senantiasa dalam
jangkauan kebijakan pemerintah yang terkadang hal ini tidak dapat
disepakati oleh berbagai pihak.”! Bila ada Negara otoriter, maka
pendidikan merupakan kekuatan politik secara mutlak untuk
mendominasi rakyat, oleh karenanya pemerintah secara mutlak mengatur
pendidikan.*

Pendidikan dan . kekuasaan merupakan suatu entitas yang tidak
dapat terpisahkan dengan lentifas’lainnya. Aspek pendidikan memang
senantiasa harus membutuhkan campur tangan kekuasaan dalam hal ini
pemerintah supaya terlaksana.dengan baik, namun adakalanya dengan
campur tangan pemerintah tersebut terdapat konflik kepentingan yang
berujung untuk mengufitungkan, “sebagian/ pihaky Dalam pada itu
pelaksanaan pendidikan denantidsa ditentukan oleh corak ideology suatu
Negara.93 Selain jitu-dalam, pendidikan gersalurkemauan-kemauan politik

atau kemauan kekuasaan dalam suatu Negara atau masyarakat 2* Dari

""Miguel Escobar, Sekolah Kepitalisme yang Licik, (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm . 33.

92K artini Kartono, Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa kritik
dan Sugesti , ( Jakarta: Pradya Paramita, 1997), hlm. 78.

%3 A ndi Makkula dalam Arif Rahman, Politik Ideologi Pendidikan , ( Yogyakarta:LaksBang
Mediatama, 2009), hlm. 5.

%*H_A.R.Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural,
(Magelang: Indonesiatera, 2003), hlm. 143.
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waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan
atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik.

Terbentuknya suatu kebijakan pendidikan pada dasarnya
merupakan hasil dari suatu perjuangan politik dari berbagai kelompok
kepentingan. Kesepakatan politik yang diperoleh adalah landasan bagi
para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan dalam
pembangunan pendidikan.

Maka jika ditelusuri—kebijakan pendidikan Islam abad 20
khususnya pada pemerintahgOrde Baru, pendidikan Islam sangat
dipengaruhi oleh hubunganusosial®politik umat Islam itu sendiri dalam
konteks sistem politik yang dianut pemerintah orde baru. Tentunya ada
hubungan erat antara pendidikan Islam dengan sistem politik pemerintah
yang berkuasa dengan kondisi masyarakat Islam itu sendiri. Apabila
kondisi waktu itu antara Islam deéngampolitik /pemerintah tidak harmonis
maka sudah terjadi~konflik /dan/\ dapat berakibat mempengaruhi
perkembangam, pendidikan-Jslam.;/Namun di sisi lain relasi pemerintah
Orde Baru dengan Islam dalam keadaan harmonis dan akomodatif
sehingga hal tersebut berdampak bagus untuk perkembangan pendidikan
Islam. Pemerintah Orde Baru waktu itu memiliki peranan yang sangat
strategis dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam.” Terkesan oleh
masyarakat bahwa pendidikan Islam didominlasi oleh kepentingan

kekuasaan. Dalam kerangka tersebut negara mempunyal peranan yang

P Ali Riyadi, Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, ( Yogyakarta :
Ar-Ruzz , 2006), hlm. 81.
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sangat strategis dalam dalam proses pendidikan dan telah menjadikan
pendidikan sebagai upaya untuk melestarikan status-quo kekuasaan.”®
Selanjutnya ketika pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan
dari kekuasaan maka oleh pemerintah dapat diberlakukan semacam
integrasi kebijakan yang terkadang kurang menguntungkan bagi sebagian
pihak, semacam dikotomi antara pendidikan Islam dengan pendidikan
umum. Hal ini direpresentasikan dengan pengaturan keduva hal tersebut
dalam lembaga yang berbeda. Sehingga dengan dikotomi tersebut
menciptakan perbedaan-perbedaan lainnya. Hal ini terjadi karena
pandangan pemerintah yang sengaja mengelaborasi aspek pendidikan
untuk dijadikan konsumsi yang menguntungkan sebagian pihak.”
Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara
nasional dalam konteks era sekarang sudah kabur, hal tersebut
disebabkan tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat
indonesia. Patut dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan
efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi
berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan -olehnya menjadikan

disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan

pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh

%1bid., him. 15.

Ibid., hlm. 81.
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pendidikan islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan seocial

movement (gerakan sosial) menjadi hilang.”®
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%Musthofa Rembangy, Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis Merumuskan
Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi, Cet. 2, (Yogyakarta : Teras, 2010), him. 20-21.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh fakta yang
dipercaya kebenarannya, maka metode penelitian itu penting artinya
karena penelitian dapat dinilai wvalid tidaknya itu berdasarkan

ketetapan penggunaan metodeperelitiannya.

Metode yang~ digunakan dalam penelitian ini merupakan
metode kualitatif, menurotGogdan dan Guba pendekatan kualitatif
adalah prosedur peneltian | yang menghasilkan data diskriptif (data
yang dikumpulkan’,  berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka).” Fokus penelitian ini.pada analisis kebijakan, sedangkan objek
kajiannnya adalah mengenai kebijakan pendidikan Islam pada era Orde
Baru.

Menurut|_Riant,/ penelitian «kébijakan dapat dikelompokkan
menjadi: (1) penelitian untuk kebijakan, dalam hal ini penelitian
dimaksudkan untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagar suatu
kebijakan baru ataupun kebijakan revisi, (2) penelitian kebijakan yang
dimaksudkan berkenaan dengan rumusan dan dinamika yang di

dalamnya; tentunya masih berkaitan dnegan implementasi kebijakan,

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2006), him. 76.
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termasuk bagaimana kebijakan dikendalikan baik dari sisi monitoring,
evaluasi, maupun pengganjarannya; kinerja kebijakan  termasuk
dinamika di dalamnya, sejak dari output atau keluaran, atau hasil yang
dirasakan/dinikmati organisasi publik hingga outcome (hasil yang
dirasakan) serta umpan balik kepada organisasi publik; dan lingkungan
kebijakan, baik di lingkungan kebijakan pada saat dirumuskan,
implementasi.’”® Berhubung pendekatan yang digunakan termasuk
kualitatif, maka ada unsur-pendeskripsian data-data yang diperoleh untuk
mendapatkan keterangan darijobjek Jang dikaji. Jika mengacu kepada
pengertian desla‘zptiﬂ” maka halitersebut menerangkan suatu gejala yang
terjadi, melalui pencarian faktd dengan interpretasi yang tepat.”® Maksud
dari gejala disini dapat berupa perubahan sosial, budaya maupun politik,
sedang faktanya adalah kebijakan pendidikan nasional dalam hal ini
keputusan [tertulis), dokuiien; Surat=surat, resmi Ia.innya."'9 Dalam kaitan
tersebut antara gejala.dengan/fakta\memiliki hubungan interaktif. Oleh
karena itu g berdasar ~pengelompokkan; penelitian kebijakan yang
dikemukakan diatas maka penelitian ini berfokus pada outcome yang

dihasilkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan

Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan , Cet. 2, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2014), hlm 49-50.

"Ace Suryani & H.AR. Tilaar. Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar ,
{Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 46.

®Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), him. 63.

" Abd. Rachman Assegaf, Pofitik Pendidikan Nasional, ( Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005),

him.12.
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pendidikan Islam pada era Orde Baru yang telah memberikan persfektif

tersendiri mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.
B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber

sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, seperti-melalui-orang lain atau via dokumen.®® Untuk
menemukan data primer, penmeliti Thelakukan penelusuran literatur
yang berhubungan secaranlangsuig -'dengan objek yang diteliti.
Diantara data primefadalah sebagaiberikut: naskah, dokumen undang-
undang sisdiknas, perafuran pemerintah, keputusan Menteri Pendidikan
Nasional, keputusan Presiden, keputusan Menteri Agama, dokumen-
dokumen Negara yang berkaitan‘denigan penelitian.

Selain  itujw dilihat/\pula / buku-buku referensi yang
relevan sebagaiy .data sekunder p-yang--dapat, mendukung keabsahan
dan validitas data, yaitu: Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan
Publik ( 2014) karya H.A.R Tilaar dan Riant, Isu-Isu Kritis Kebijakan
Pendidikan era Otonomi Daerah (2010) oleh Sam M.Chan dan Emazir,
Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
(2004) karya Haidar Daulay, Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi

Pendidikan Nasional (2006) karya Ali Riyadi, Memberdayakan Sistem

85ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , ( Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 62.
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Pendidikan Islam (1999) karya Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran
Sistem Pendidikan Nasional Abad 21 (2003) karya Mastuhu, Politik
Pendidikan Nasional ( 2005) karya Abd. Rachman Assegaf serta karya-
karya lain yang relevan dengan penelitian ini serta tulisan-tulisan yang
berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam yang termuat dalam jurnal,
makalah-makalah seminar, dan surat kabar yang memuat mengenai
kebijakan pendidikan nasional.
C. Teknik Pengumpulan-Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang
penelitian gunakan kajian ‘pustaka (/ibrary research), dengan mencari
buku-buku literatur |yang relevan, Wndang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional ~serfa . peraturan pemerintah dan keputusan-
keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI yang
berkaitan dengan ‘miateri ~ yang .diteliti. Pemanfidtan perpustakaan
dimaksudkan untuk pengumpuldn, data, engan penelusuran data yang
terkait dengan masalah— yang pditelitiv \Bahwasannya semata-mata
penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah sumber-sumber
data primer maupun sekunder. Dari penelusuran tersebut manfaat yang
diambil adalah akan diperoleh gagasan yang dikemukakan oleh para ahli
dalam rangka mendeskripsikan kebijakan pendidikan Islam era Orde
Baru.

Selain yang disebutkan diatas, data diperoleh dengan cara

melakukan temuan ‘dokumenter’ sebagai data sekunder dengan cara
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mengumpulkan dokumen-dokumen dalam lembaran Negara yang
terthimpun dalam risalah perundang-undangan, proses pembahasan
rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait
dengan kebijakan pemerintah mengenai madrasah ( lembaga) yang
dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rentang waktu sejak tahun
1966 hingga 1998. Hal tersebut diperoleh dari arsip-arsip yang penulis
dapatkan melalui perpustakaan dan buku yang dapat dijadikan referensi
dalam penelitian ini.
D. Teknik Analisa Data

Setelah peneliti mengumpulkan| sejumlah data yang berkaitan
dengan tema dan pembahasan dalam | penelitian ini, maka peneliti
segera memulaipesan analisa-.data-data tersebut. Teknik analisis yang
digunakan adalah metode Content Analysis. Dalam melakukan content
analysis,_penulis melakukan | seleksiysumber_kepustakaan yang berisi
teks/tulisan yang dijadikan sumber /pepelitian dalam rangka menarik
kesimpulan mengenai, kebijakan pendidikan Islam era Orde Baru. Hal
tersebut sesuai dengan maksud penelitian content analysis yang meliputi
seleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik,
melakukan penelitian dan mengetengahkan kesimpulan.Sl

Analisis Data disebut juga pengolahan data dan penafsiran
data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan,

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, agar sebuah

$'Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta:
Rineka Clpta,1999), hlm.13.
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fenomena memilikinilai sosial, akademis, dan ilmiah Kegiatan analisis
tidak terpisah dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan.®® Jadi
tujuan dari analisis data ini adalah untuk menyederhanakan, sehingga
mudah ditafsirkan.®® Oleh karena itu dalam penelitian ini tersusun
sebagai pola induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta
khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi bersifat
umum.*

Selain itu apalisis—dapat-bermakna menguraikan data atau
menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut pada giirannya

85 Analisis juga

dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan.
bermakna memisahkan; membedakari) melihat nuansa dan menyelami,
selanjutnya untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan.®
Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis
dalam menganalisis\data tersebut adalah :
1. Mengumpuikan data‘data /yang diperoleh dari sumber pustaka

relevan~dandokumen-dokumen serta tulisan-tulisan yang

berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam.

2Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosda
Karya,2001), hlm. 91.

8 ermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1995 ), hlm. 88.

8#Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Imiah Masalah Skripsi-Tesis-Disertasi, (
Bandung: Sinar Banu, 1991), hlm, 6-7.

#Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta:Kurmia Kalam Semesta,
2003), hlm. 65.

8V an Peursen, Orientasi di Alam Filsafat (Terj), Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991),
him. 3.
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. Melakukan editing terhadap seluruh data yang masuk.

. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan
pembahasan yang telah direncanakan.

. Melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah

tersusun untuk menjawab rumusan masalah.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Relasi Islam Dan Kebijakan Politik Orde Baru

Pada tahun 1966, di Indonesia lahir pemerintahan Orde Baru di
bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemunculan Orde Baru ini terjadi
sebagai reaksi terhadap rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno dengan
demokrasi terpimpin dan _proyek, Nasakomnya yang telah digoyang oleh
antagonis politik, kekacauan ‘sesial dan ‘krisis ekonomi dalam kehidupan
masyarakat Indonesia secara menyeluruh.%

Orde Baru, rezim yang  lahir—sebagai reaksi terhadap rezim
sebelumnya, maka kebijakannya tentu bertolak belakang dengan kebijakan-
kebijakan yang |diambil /permerintahan “sebelumnya, Jika pada masa Orde
Lama wacana dan geraKafi politik begitu Gondinan dalam percaturan nasional,
maka sebaliknya,, Orde.Baru.tampil dengan.slogannya politik no, ekonomi
yes.® Oleh karena itn, pemerintahan Orde Baru menciptakan counters
ideas(pemikiran-pemikiran tandingan) yang lebih menekankan pada ide-ide

pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, program oriented, pembangunan

2Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, (Yogyakarta:Tiara
Wacana,1999),hlm.102.

8 Abdul Aziz Thaba, Isfam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him. 188.
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oriented dan sebagainya.®*

Presiden Socharto memulai Orde Baru dalam dunia politik
Indonesia dengan mengubah kebijakan luar dan dalam negerd Indonesia
secara drastis. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi
sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara
efekti, banyak anggotanya seringkali dipilih dari kalangan militer. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat-sering-kurang didengar oleh pusat. Pembagian
pendapatan asli daerah juga kurang adil’karena 70% dari pendapatan asli
daerah tiap provinsi tiap tahunmyasharus disetor kepada pusat sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.®®

Rezim ini mengambil sikap, pragmatik, dan ekonominya sangat
bergantung pada bantuan Barat dan Jepang86 sehingga corak pembangunan
yang dipilih oleh Soeharto™ adalah “pembanglnan. Kapitalis,®’ terjadilah
"westernisasi", terutama di-kota-kota besar.

Adanya, unsur+,"westemnisasi®™ merupakan satu aspek yang tidak
mungkin dihindarkan di dalam modernisasi, sebagai langkah untuk
menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme, hal tersebut sesuai dengan

tujuan pembangunan Indonesia pada fase awal Orde Baru. Meminjam

s}“Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran
Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 95.

8Prawito, Seri IPS Sejarah:SMP Kelas 1X, (Jakarta:Penerbit Yudhistira,2006),hlm.116.
8Faisal Ismail, /deologi,hlm.76.

Y 1bid.
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pendapat Dawam Rahardjo, Indonesia melakukan pemodernan melalui lima
aspek: pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan
teknik, penanaman modal asing dan pemberian saham, pengaruh media
massa, dan pemindahan struktur lembaga dan ekonomi.*®

Dengan demikian, tugas yang dibebankan kepada Orde Baru adalah
berat sekali. Oleh karena itu memerlukan perencanaan yang matang dengan
akurat, hati-hati, konsepsi yang tepat, strategi yang cocok, institusi yang
kokoh dan kepemimpinan.yang didukung oleh semua pihak agar tidak
mengulangi kegagalan yang telah dialami ¢leh Orde Lama, serta memperoleh
bantuan keuangan dari negara-negara -Barat. Ini juga berarti bahwa
munculnya Orde Baru meérupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan
bangsa Indonesia yang akan menentukan corak dan keberadaannya di masa
mendatang,.

Dalam Kasus Indoresia,“elitc baru ini terletak pada tiga kelompok:
yaitu pakar ekonomi yang-membuat/kebijakan; ABRI yang rﬁenstabilkan, dan
birokrat sebagaijpelaksananyas, Yang tergolong ke dalam pakar ekonomi bisa
juga disebut kelompok intelektual/inteligensia atau teknokrat yang
bertanggung sjawab terhadap pertumbuhan ekonomi.®’

Pada masa awal Orde Baru ketiga kelompok ini memainkan peran
yang sangat penting. Ini merupakan sesuatu yang wajar. ABRI dan birokrasi

merupakan kekuatan yang selalu wujud (inherent) di dalam sejarah politik

M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah
Cendekiawan Muslim, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 375.

¥ Faisal Ismail, Jdeologi,him.108.
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Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Begitu pula kelompok intelektual
telah berperan sejak zaman pergerakan awal abad ke-20. Meminjam pendapat
M. Rusli Karim bahwa di dalam pergerakan nasionalis masyarakat kelompok
intelektual selalu berfungsi sebagai penggeraknya, sehingga pergerakan
nasional pun tiada lain adalah pergerakan kelompok intelektual itu sendiri.”

Soeharto sendiri, seperti halnya Soekarno tidak mempunyai "akar
umbi" kepartaian. Ia menduduki tingkat ke-10 dalam barisan kepemimpinan
ABRI. Meminjam pendapat—Nishihara tampaknya Orde Baru telah
mempunyai strategi yang tepat untuk melémahkan partai politik dengan cara
memojokkan, menjinakkan danyakhirftya-ditinggalkan orang, yaitu dengan
cara menekankan pembangunan ekonomi secara besar-besaran sambil
mendepolitisasi suasana politik yang tegang.91

Dengan begitu partai-partai politik tidak dapat melakukan
perbincangan ideologis\nielaifikamditarikjke dalam kerangka yang diciptakan
oleh pemerintah yang | mhenekankanpada kebijakan (policy). Kalaupun ada
ideologi, hanyaberasaskan pada,developmentalisme. Maka apa yang dialami
oleh umat Islam di zaman Orde baru ini adalah mengulang pengalaman pahit
masa lalu,yang berbeda barangkali adalah caranya.

Selain itu, Soeharto dikelilingi oleh sekelompok pejabat tinggi
tentara (perwira) yang patuh kepadanya, yaitu mereka yang mempunyai

hubungan yang sangat erat dengannya, dan dari kelompok abangan seperti Ali

90\ .Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Y ogyakarta: Tiara Wacana,
1999), hlm. 58.

9 Ibid him.60
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Moertopo, Ibnu Sutowo, Sudjono Humardami dan Sudharmono. Jumlah
perwira dari Jawa telah meningkat dad 50 person menjadi 70 persen. Semua
Jenderal ini patuh mengikuti garis yang telah digariskan oleh Soeharto. 2

Sejak itu pula kekuasaan negara secara perlahan-lahan makin
terpusat di tangan Soebarto. Tindakan yang diambil Soeharto untuk
melumpuhkan kekuatan massa dan terutama partai politik melebihi dari apa
yang berlaku pada masa Orde Lama. Pada masa tersebut, Soekarno masih
memerlukan partai politik,dan-massa-untuk menghadapi perluasan pengaruh
ABRI, sehingga partai-partai pelitik, perhimpunan dan pergerakan yang
bersendikan masyarakat | sipil "bisavimelakukan kegiatan dan mempunyai
pengaruh di dalam masyarakat.

Dengan naiknya- pemerintahan Orde Baru banyak kalangan
pemimpin dan aktivis politik Islam berharap besar. Harapan itu terutama
tampak jelas/ di “kalapgan_bekas, pemimpin/-Masyumni dan pengikut-
pengikutnya yang selama-periode demokrasi terpimpin merasa benar-benar
disudutkan. Kareha ierasa merjadi bagiafipenting dari kekuatan-kekuatan
koalisi( seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan pelajar, organisasi
sosial-keagamaan dan sebagainya) yang telah berhasil menghancurkan PKI
dan menjatuhkan rezim Soekamo, mereka sudah memperkirakan kembalinya

Islam dalam panggung diskursus politik nasional. %

92M_.Rusli Karim, Negara,hlm.70.

% Al-Chaidar, Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total, Cet4,
(Jakarta: Darul falah, 1999), him. 32.
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lndakan rezim Orde Baru untuk membebaskan bekas tokoh-tokoh
Masyumi yang dipenjarakan oleh Soekarno makin memperbesar harapan
mereka bahwa rehabilitasi Masyumi berlangsung tidak [ama lagi. Oleh karena
itu, sebuah panitia yang diberi nama Badan Koordinasi Amal Muslimin
didirikan untuk merealisasikan harapan itu.”*

Rupanya harapan itu tinggal harapan, pemerintah Orde Baru
keberatan atas kembalinya pemimpin-pemimpin Masyumi ke arena politik
dan menolak rehabilitasi Masyumi dengan didasarkan ketakutan-ketakutan
bahwa jika Masyumi direhabilitasi, maka  sejarah politik Indonesia akan
mengulang pengalaman masa lalu, dimana'Masyumi merupakan oposisi abadi
dan penentang ideologi Paneasila dan UUDD,1945.

Dalam perkembangan . selanjutnya ternyata campur tangan
pemerintah menjadi satu ciri khas partai ini, ketika kongres yang pertama di
Malang memilih Mohammad~Roem scbagai ketu partai, ini yang akhirnya
tidak disetubui oleh rezim. Rezim bisa mengganti pimpinannya kapan saja,
sesuai dengan keperluannya guna memperlemah partai ini. Sejak itu muncul
banyak kelompok "oportunis”, bahkan "penjilat" di dalam tubuh Islam.*®

Salah satu kebijakan umum Orde Baru dalam hal politik adalah
melemahkan ideologi komunal sehingga ideologi negara tidak akan terganggu

lagi oleh ideologi komunal tersebut. Target lain adalah ideologi komunal

%M. Din Syamsuddin, Istam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 37.

*M.Rusli Karim, Negara, hlm.111.
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surut dan lemah sehingga masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik
tanpa pertentangan ideologi lagi.96

Kebijakan ini diambil berdasarkan asumsi bahwa pluralisme
ideologi merupakan sumber konflik yang berkepanjangan.97 Demikian pula
kebijakan Orde Baru terhadap Islam, yaitu melemahkan Islam sebagai
ideologi yang menentang Pancasila sebagai falsafah negara atau Islam
sebagai altematif terhadap negara Pancasila. Dengan demikian program ini
tidak efektif untuk menggalang massa.”®

Orde Baru menganggap bahwa | pergerakan Islam struktural ini
sebagai gerakan Islam yang menakutkan-orang banyak dan berbahaya bagl
negara. Orde Baru menilai Islam struktural ini berbahaya karena perjuangan
struktural ini tujuan akhifnya..adalali enguasai parlemen dan ingin
menjadikan Islam sebagai ideologi Negara.”

Pandangan lain dikemukakamymengenaiyrelasi politik dan Islam,
ketika kekuasaan Soehafto akan befakhir dengan dibentuknya ICMI ( Ikatan
Cendekiawan Muslim-Indonesia), Kehadiran ; ICMI bisa jadi merupakan
implikasi dari pemikiran politik Syadzali, tentu saja juga pemikiran para
pemikir dan aktivis politikk Islam lainnya di Indonesia. Pembentukan

ICMI menandakan, bahwa politik Islam yang bersifat substansialistik,

%Taufiq Nugroho, Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila, (Yogyakarta:
Padma, 2003), hlm. 89.

%1 Al-Chaidar, Reformasi,hlm.37.
% Taufiq Nugroho,Pasang,hlm.89.

9 Abdul Aziz Thaba, Islam,hlm.246-249.
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semakin mendapat tempat di dalam hubungan Islam dan negara (Orde
Baru). ICMI merupakan organisasi keagamaan yang berwajah Islam
substantif dan inklusif:bukan Islam formalistik, simbolistik legalistik, dan
eksklusif.'®

Ketika mengumumkan susunan Pengurus ICMI, B.J. Habibie,
yang menjadi ketua umum ICMI pertama, menegaskan, ICMI bukanlah
organisasi politik dan bukan pula organisasi massa yang bernaung di
bawah organisasi politik. ICMI—adalah organisasi kebudayaan. ICMI
dibentuk untuk meningkatkan ¢ kualitas hidup, kualitas bekerja dan

. berkarya, serta kualitas | berpikit seluruh | bangsa Indonesia, Khususnya
umat JIslam. Penegasan—ini sering diulang-ulang oleh Habibie, dan
tampaknya dengan penegasannya.ity, ia ingin mengatakan bahwa ICMI
tidak akan bcrpolitik.ml Harapan agar ICMI tidak berpolitik atau menjadi
kekuatan pelitik tampaknya “tidak( lepas| dari /pengalaman historis masa
lalu, bahwa partai politikdslam-Masyumi, NU, dan Parmusi, tidak pernah
mengalami kemenangan=di dalam panggung-politik Indonesia.

Meski secara tegas ICMI bukanlah organisasi politik, namun
sepanjang ~ 1993, pentas politik Indonesia disemarakkan oleh "langkah-
langkah politik" Habibie sebagai pemegang lokomotif ICMI. Setelah
berhasil "menghijaukan" MPR, Habibie berhasl memasukkan sebagian

besar  "orang-orangnya" duduk menjadi menteri dalam Kabinet

\®1dris Thaha, Hubungan Islam dan Politik Yang Mungkin di Indonesia, Studi Islamika,
Vol.13, No.02 (2006), hlm. 338.

1IN, Syati'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kaiian Politik tentang
Cendekiaroan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, Desember 1995), him.296.
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Pembangunan VI Sambil memikul ICMI di pundaknya, Habibie semakin
memainkan langkah-langkah politiknya yang semakin strategis dan taktis,
serta kontroversial. Ia, misalnya mengundang petisi 50 yang menjadi
"musuh politik" Soeharto untuk mengunjungi PT PAL di Surabaya dan
IPTN di Bandung. Langkah politik Habibie lainnya, yang juga membuat
orang lain risau, adalah peranannya dalam Musyawarah Nasional (Munas)
Golongan Karya pada akhir Oktober 1993. Sebagai ketua harian Dewan
Pembina Golkar, Habibie melakukan manuver politik, yang "mengganjal"
tampilnya calon ketua |lumum _Golkar7 dari kalangan militer. Habibie
berhasil melicinkan Harmoko,yang«menjadi Menteri Penerangan untuk
duduk menjadi ketua umim Golkar, yang tentu saja direstui Soeharto
selaku ketua Dewan Pembina Golkar-;Selain langkah-langkah politik itu,
Habibie juga diduga memainkan peran politiknya di dalam pemilihan
sejumlah calon gubernur/dan—pejabar tertentu dilbeberapa daerah. 102
Semua langkah "dan petilaka politik Habibie memunculkan
opini publik, bahwa ICMI menjadi bagian.tak terpisahkan dari kekuasaan
dan politik praktis. Apa yang dilakukan Habibie dianggap sebagai bagian
dari langkah politik ICMIL Langkah-langkah politik Habibie itu tentu saja
memunculkan kekhawatiran dan kecemburuan politik dari kalangan dan

kelompok tertentu. Habibie dan ICMI bagai mata uang yang tidak dapat

1% dris Thaha, Hubungan Islam,hlm.339.
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dipisahkan, karena keduanya dianggap telah melakukan politik sektarian
yang bisa menggusur kekuatan politik lainnya. '®

Keberadaan ICMI mengindikasikan bahwa relasi Islam dengan
Orde Baru bersifat akomodatif atau integratif simbiosis.'®® Pola hubungan
Islam dan politik ini saling mengisi, saling memberi, dan saling
menerima. Hubungan Islam dan Orde Baru tidak lagi saling bermusuhan
dan berlawanan. Hubungan keduanya saling memahami, saling
menyempurnakan, melengkapai,dan-saling menguntungkan, dan bahkan
menghindari ketegangan| .dan konflik attar kedua pihak. Hubungan
keduanya berjalan serasi dan harmonis. Islam bukan lagi ancaman bagi
Orde Baru, dan pemerintahan Orde Barwbukan penghambat Islamisasi di
Indonesia.

Pola hubungan akomodatif ini ditandai dengan semakin
responsifnya Orde\Bary terlradap—Islamyyyang dibuktikan oleh kebijakan-
kebijakan pemerintah Jangg |sejala\ dehgan kepentingan kalangan Islam.
Banyak bukti yang menunjukkan semakine tambuhnya sikap akomodatif
Orde Baru terhadap Islam. Bukti-bukti akomodasi itu dapat dikategorikan
ke dalam empat jenis yang berbeda. Pertama, akomodatif struktural,
yaitu banyaknya pemikir dan aktivis Islam politikk ke dalam struktur
lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif-seperti dilakukan

Habibie dengan ICMIl-nya, sebagaimana dijelaskan di atas. Kedua,

M. Syati'i Anwar, Pemikiran, hlm.311.

'"“Firdaus Syam, Amien Rais: Politisi yang Merakyat & Intelektual yang Shaleh(
Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm.195.
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akomodatif legislatif, yaitu adanya beberapa produk undang-undang yang
disahkan legislatif yang mengakomodasi kepentingan kalangan Islam.
Ketiga, akomodatif infrastruktural, yaitu kesediaan Orde Baru
membentuk, mengembangkan, dan menggalakkan upaya-upaya pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan kalangan Islam, misalnya pembentukan ICMI
sebagai wadah cendekiawan Muslim Indonesia. Keempat, akomodatif
kultural, yaitu penerimaan Orde Baru terhadap idiom-idiom Islam ke
dalam instrumen-instrumen politikdan-ideologi negara.'®®

Selain hubungan rIslam dan politik (Orde Baru) yang semakin
harmonis dan akomodatif, ‘ysejatalil perkembangan politik Islam di
Indonesia juga pemah iméngalami | hubungan yang bersifat reaktif-kritis

“"Palam pola ini, hubungan Islam

atau rf:siprokal-kritis,106 atau simbiotik.
dan politik berlangsung timbal-balik, saling mempelajari dan saling
memahami (secara“kritis,/Hubungan( Islam| dan Qrde Baru tidak lagi saling
berlawanan, saling berhadapan, sdling\betmusuhan, dan tidak saling
meniadaan. Kedua_belah,pihak berdiri-pada posisi masing-masing dengan

pandangan kritis, Mereka tidak saling menyalahkan atau tidak pula saling

menyudutkan. Masing-masing pihak (Islam dan negara) menggali potensi

' Bahtiar Effendy, /slam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik
Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina,1998), him.273-310.

W3N1. Syati'i Anwar, Pemikiran dan AksiIslam Indonesia, h. x. Sedangkan Abdul Azis
Thaba menyebut hubungan itu berlengsung antara 1967-1982. Lihat Abdul Azis Thaba, Islam
dan Negara dalsm Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), him. 26 dan 262.

197 Abdurrahman Wahid, "Relasi Kuasa Agama-Negara: Perspektif Historis dan
Sosiologis”, dalam SANTRI, No. 04/lISeptember 1996,
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positif nya sendiri-sendiri, sehingga menjadi kekuatan untuk membangun
bangsa dan negara.

Kelompok-kelompok Islam pada periode hubungan semacam ini
cenderung menekankan pada tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai
Islam dalam aktivitas politik, bukan hanya manifestasinya yang formal-
baik dalam ide-ide maupun lembaga-lembaga politik.m8 Bagi mereka,
substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting daripada
formalitas dan simbolisme keberagamaan yang bersifat tektual dari wahyu
Tuhan. Kelompok Islam.: substansialis7 ini berusaha mengembangkan
pesan-pesan moral dan tema-tema ‘sentral seperti keadilan dan
egalitarianisme, bukan menonjolkan simbol'® dalam panggung politik
nasional Indonesia.

Selain kedua pola hubungan tersebut, ada pula hubungan Islam
dan Orde Baru yang bersifatkonfrontatif, revalitas,! “atau antagonistik,'!
pada masa-masa awal [rézimi Soehérto./\Pola hubungan yang hegemonik
antara [slam dan ynegara-<ini_berlangsung dari ;awal Orde Baru memerintah

hingga periode 1970-an.'"? Dalam tahun-tahun tersebut, hubungan Islam

%M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), him.
156.

Y9 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, Idris Thaha (ed.},
{Bandung: Mizan, 2000), hlm. 145.

N\ fa'mun Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais
tentang Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,1999), hlm. 44.

"' Azis Thaba, Islam , hlm. 20 dan 240.

Y2M. Syatii Anwar, Pemikiran, hlm. ix. Sedangkan Aziz Thaba menyebut hubungan itu
berlangsung antara 1967-1982. Lihat Aziz Thaba, Islam dan Negara, hlm. 20 dan 240.
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dan negara tampak renggang, saling bertolak belakang, saling menolak,
berlawanan, bermusuhan, saling meniadakan, dan bahkan Islam
terpinggirkan dari panggung politik Orde Baru. Kedua belah pihak, Islam
dan negara, berusaha mempertahankan posisinya masing-masing. Negara
memiliki posisi hegemonik, dominan, dan pusat, sedangkan Islam berada
pada posisi marginal. Hubungan yang saling berhadapan atau saling
berlawanan ini cenderung menghasilkan ketegangan dan saling curiga,
bahkan konflik yang sulit_diatasi jalan keluarnya.

Ketiga pola hubunganJslam dan Negara dalam hal ini rezim
Orde Baru, seperti digambarkan di g@tas;’ merupakan wujud dari praktik
pelaksanaan demokrasi Pancasila yang digembar-gemborkan pemerintahan
Soeharto, Pelaksanaan demoktasi. Pancasila yang berlangsung sepanjang
pemerintahan Orde Baru menciptakan hubungan yang tidak stabil antara
kalangan Islam ‘dan \negara~ Selama-sckitar /30-an~tahun Orde Baru
memerintah dan mempfaktikkan demokragi Pancasila, hubungan Islam
dan negara mengalami, fluktuasi , yang tidak menentu, bahkan Islam
mengalami jalan buntu.'"’ Pasang surut relasi itu ditandai atau diwarnai
oleh banyak peristiwa politik yang melibatkan kalangan Islam dan rezim

Orde Baru, seperti dipaparkan di atas.

2. Gambaran Umum Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru
Apapun perbincangan yang dihadirkan mengenai Orde Baru

terutama persoalan yang berkaitan dengan aspek kekuasaan sangat menarik

1Effendy, Islam, hlm. 2.
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untuk diperhatikan. Dalam hal ini Orde Baru adalah era warisan dari Orde
Lama, tidak hanya sekedar perpindahan waktu dan kekuasaan, akan tetapi
lebih dari itu itu memiliki makna dan implikasi yang beragam. Dalam hal ini
dinamika perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru terlihat pada aspek
ekonomi, politik bahkan pendidikan. Dalam hal pendidikan, Orde Baru
sepertinya piawai dalam melakukan pengaruh terhadap pemikiran masyarakat
Islam di Indonesia.'"*

Awal Orde Bamu—berkuasa—sudah mendapat dukungan dari
kelompok-kelompok organisasi Islam yang bangkit setelah Soekarno lengser
dari kekuasaannya. Karepa mayoritas dukungan dari umat Islam maka
keberhasilan Orde Baru mienggantikan Orde Lama ini menjadi penentu dalam
menjaring dukungan rakyat. -Schingga dari hal tersebut, Orde Baru belajar
bagaimana menggalang kekuatan politik. Maka Orde Baru lebih menekankan
pada bidang ekonomi\ pembangunan, yang pragmatis;) non-sektarian dan
memberikan komitmen pada ideologivresmi fiegara yaitu Pancasila.'"® Dilihat
dari segi fisik, Indonesia,sangat.berkembang dan,maju. Di berbagai tempat
(terutama di kota-kota besar) bangunan-bangunan besar dan mewalh
didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin
menurun. Karena ‘trias politika’ sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara,

yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya,

93.

YSEachri Ali, Jslam, Pancasila dan Pergulatan Politik, (Jakarta : Pustaka Antara, 1984), hlm.

'5Taufik Nugroho, Pasang Surut Hubungan Islam dun Negara Pancasila, ( Yogyakarta:

Padma, 2003), hlm. 39.
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baik itu lembaga legistatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak berfungsi
sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga eksekutif.
Keduanya tidak lebih hanyalah sebagai ‘robot’ yang gerak-geriknya diatur
oleh lembaga eksekutif. Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin di kembangkan. Dengan
semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan
keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin
diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial
kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang
diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama
Islam yang dimasukkan dalam kurikulim sekolah mulai dari Sekolah Dasar
sampai dengan Universitas Negeri.!'®

Pendidikan adalalipilar<utama| berdifinya,sebuah bangsa. .Pada
dasarnya pendidikan merupakan f/isaha Mntuk merancang masa depan
umat manusia sebagai-generasi yang-memajukan sebuah bangsa. Dalam
konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor.
Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang
tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Semangat
zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan.
Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan tetapi semangat ini diperlemah

secara sistematis dan akhimya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat

16 Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), him. 157.
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zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat "mengabdi
penguasa". Baru setelah muncul suatu generasi baru yaitu kelompok
mahasiswa yang tidak lagi man | menerima pandangan-pandangan rezim
Orde Baru mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak
rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang
merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu
menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.'"’

Nasib pendidikan Islam pada masa Orde Baru belum begitu
menguntungkan. Sejarah| mencatat, bahwa Orde Baru di bawah pemerintah
Soeharto berkuasa selama lebih.kurang 32 tahun. Pada awal kekuasaan Orde
Baru terjadi hubungan|-vang kurang baik antara umat Islam dengan
pemerintah.!’® Pada masa ini pémerifitahan Orde Baru dengan kekuasan dan
kekuatan yang dimilikinya menjalankan politik anti-pati terhadap umat Islam.
Perhatian pemerintah \tethadap -pendidikan Isldm, sangat kurang. Status
pendidikan Islam daldm_ Bistem/\pendidikan nasional belum terlihat
menguntungkan. Bila kebijakan,di bidang politik sangat melemahkan posisi
umat Islam, maka politik pendidikan yang ditempuh juga sama. Dengan
demikian, terlihat jelas bahwa kebijakan politik suatu negara akan sangat

mempengaruhi kebijakan politik pendidikannya.'"®

"Wntochtar Buchori, Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia,
dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, t.t), hlm. 29.

18p William Liddle, fslam Politik dan Modernisasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997),
him. 65- 90.

"9 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia , (Jakaria: Kencana, 2008), hlm. 16.



78

Kemunculan Ordé Baru tampil dengan konsep pembangunan yang
lebih dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Pembangunan
nasional merupakan bagian penting dari kebijakan politik pemerintah Orde
Baru. Pada masa Orde Baru pendidikan bersifat sentralisme, dengan birokrasi
yang ketat. Hal ini terjadi akibat dari sistem pemerintahan yang otoriter. Hal
ini memberi akibat kepada kegiatan pendidikan bersifat menunggu perintah
dari atas (fop down).”® Dengan adanya sentralisme, maka pendidikan tidak
berjalan dengan baik, ingyasi' terhenti' karena setiap pembaruan dan inovasi
dianggap menentang pemerintah. Sehingga pembaruan dan inovasi dalam
pendidikan tidak berjalan seécara‘maksimal,

Cecep Khoiruddin menyatakan> bahwa lulusan pendidikan masa
Orde Baru tidak mamptr,menghasilkan ‘manusia-manusia Indonesia yang
dinamis dan inoyvatif, '*' Hal senada juga diungkapkan oleh Jamaluddin Idris,
bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama 32 tahun tidak
mempunyai visi yang jelas dam” filosofis ‘yang mendasar. Menurutnya ada
empat hal yang “muncul /dalam __kurun | waktu tersebut. Pertama,
pemberlakukan sistem mekanistik dalam proses pembelajaran. Kedua,
pemberlakuan relasi monolog di ruang kelas, schingga mengabaikan
kreativitas, inovasi dan daya nalar anak. Ketiga, penekanan pembelajaran

cenderung hanya sebatas aspek kognitif, sedangkan aspek lainya, seperti

' Cecep Khoiruddin, "Politik Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru" , dalam
Abuddin Nata, "Kapita Selekta Pendidikan Isiam", (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hlm. 42.

'*! Abuddin Nata,Kapita,hlm.43.
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afektif dan psikomotor terabaikan. Keempat, kurikulum disesuaikan dengan
apa yang dipikirkan para pengambil kebijakan, bukan sesuai dengan
kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sehingga kurikulum menjadi asing
bagi peserta didik dan masyarakat.122

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Samsul Nizar yang
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan
agama, termasuk madrasah bersifat positif dan konstruktif, khusus pada
dekade terakhir tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Kebijakannya
bersifat melanjutkan dan -memperkuat “kebijakan Orde lama. Meskipun
demikian pada tahap ini madrasah belum dianggap sebagai bagian sistem
pendidikan secara nasional; akan tetapi merupakan lembaga otonom di bawah
pengawasan Menteri Agama:Pada masa-ini sistem pendidikan madrasah
secara khusus lebih didominasi oleh muatan-muatan yang bersifat
keagamaan, menggunakaf kuriknlum yang belum \terstandar, struktur yang
tidak seragam, dan mefbefldkukan/manajenien yang kurang dapat dikontrol.
oleh pemerintah, ‘%

Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah pada
masa Orde Baru belum mempunyai kurikulum yang standar, manajemen dan
struktur yang berbeda di setiap madrasah. Keadaan ini menimbulkan sulitnya

pemerintah mengontrolnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Husni Rahim,

12 yamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005),
him. 8-10.

1236 amsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer Temang Pendidikan
Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm.40.
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Guru Besar Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, bahwa madrasah
mempunyai karakterisitik yang unik, diantaranya adalah, pertama, madrasah
adalah milik masyarakat. Kedua, madrasah menerapkan manajemen berbasis
sekolah. Ketiga, madrasah sebagai lembaga untuk memperdalam agama Islam
(tafagquh fid dien). Keempat, madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan
mobilisasi umat.'?*

Dengan demikian pantaslah madrasah belum dianggap sebagai
bagian dari sistem pendidikan-nasional.-Akan tetapi hal itu tidak menjadikan
madrasah surut dan tenggelam, bahkan sudah melangkah sedikit lebih maju.
Hal ini dapat dipandang bahwa madrasah telah menerapkan manajemen
berbasis sekolah, yang disesuaikan [dengan keadaan dan lingkungan dimana
madrasah itu berada.

Meskipun demikian madrasah perlu melakukan pembaruan, hal ini
diungkap oleh) Samsul \Nizaf; dengan jalan, pertama melakukan formalisasi
dengan cara menegerikan.sejumlab’madrasah swasta sesuai dengan kriteria
tertentu yang diatur joleh pemerintahy~di~samping mendirikan madrasah-
madrasah baru. Kedua, melakukan strukturisasi madrasah swasta dengan cara
mengatur penjenjangan dan perubahan kurikulum yang cenderung sama

dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah di bawah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan.'®

12 dikutip dari http:/fhusnirahim.blogspot.com/ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 jam
07.15 WIB

123gamsul Nizar dan M. Syaifuddin, fsu-Isi,hlm. 41,
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Apa yang diusulkan oleh Samsul Nizar dilatarbelakangi oleh
keadaan madrasah yang belum mempunyai kurikulum yang belum tersandar
dengan baik, termasuk penjenjangan dan struktur yang tidak seragam. Hal
inilah yang menjadi alasan kenapa perlu pembaruan pada pendidikan
madrasah. Akan tetapi di sisi lain, madrasah mempunyai posisi kuat dalam
hal pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.!® Hal ini mungkin satu
kelebihan madrasah pada waktu itu, karena pendidikan madrasah tidak
memberlakukan manajemen-yang sama-untuk setiap madrasah.

Sekitar akhir tahun 70-an dan akhir 80-an, pemerintah Orde Baru
mulai memikirkan kemungkinan meéngintegrasikan madrasah ke dalam
Sistem Pendidikan Nasional. Usaha tersebat diwujudkan dengan upaya yang
dilakukan pemerintah dengan  melakukan upaya memperkuat struktur
madrasah, kurikulum dan jenjangnya, sehingga lulusan madrasah dapat
melanjutkan_ke jenjang,pendidikantyang) lebih tinggi.sekolah-sekolah yang
dikelola oleh Departemeh Péndidikin dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut
berdasarkan Surat, Kieputusans Bersama=(8KB) Tiga Menteri Tahun 1974
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.'*?

Tiga orang menteri tersebut adalah Menteri Agama A. Mukti Ali
dengan Nomor. 6 tahun 1975, Menteri P dan K yang dijabat oleh Syarief
Thajeb dengan Nomor. 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri yang saat itu

dijabat oleh Amir Mahmud dengan Nomor.36 tahun 1975 tanggal 24 maret

12611 aidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2009), hlm. 112.

"Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999), him. 132.
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1975. SKB tersebut berlaku untuk madrasah dan semua jenjang baik negeri
maupun swasta, madrasah di lingkungan pondok pesantren dan di lwar
pesantren. Di antara tujuan SKB adalah, pertama ijazah madrasah dapat
mempunyai, pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama
dengan ijazah sekolah umum. Kedua, Lulusan madrasah dapat melanjutkan
ke sekolah umum setingkat lebih tinggi. Ketiga, siswa madrasah dapat pindah
ke sekolah umum yang sama tingkatannya.128 Dengan adanya keputusan
tersebut, maka posisi madrasahsetara-dengan sekolah-sekolah umum yang
dikelola oleh pemerintahZBahkafihakan 4ebih mempunyai nilai lebih jika
pengelolaan madrasah dioptimalkan'sécara maksimal.

Maka dalam |ranga merespon’ | SKB tersebut, maka disusun
kurikulum madrasah tahun-1975;dengan.perbandingan bobot alokasi waktu
70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.'” Dengan perbandingan
tersebut, pada /dasarnyd madrasah mempunyai-nilai. lebih dibandingkan
sekolah umum. Karena selain menipunyai standar pengetahuan umum yang
sama, siswa madrdsah ymempunyai Tilal" positif, yaitu mater agama.
Tentunya, jika hal ini dilakukan secara baik dan profesional, maka madrasah
akan lebih berkualitas dan unggul. Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut,

maka eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah setara

128 asyim, “SKB Tiga Menteri”, dalam Abuddin Nata, Kepita Selekta Pendidikan Isiam,
(Bandung: Angkasa, 2003), him. 51. Hal tersebut tertuang tertuang pada bab 11 pasal 2 ayat a,b dan
¢ sebagai berikut: Ayat a: Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah
sekolah umum yang setingkat. Ayat b: Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum
setingkat lebih tinggi. Ayat c: Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

1297 akiah Daradjat (dkk), Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 1985), hlm, 82.
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dengan sekolah umum yang dikelola oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pemerintah Era Orde
Baru

a. Pengaruh Politik Terhadap Pendidikan Islam Era Orde Baru

Pada tahun 1972, pemerintah mengeluarkan keputusan presiden
No. 34 tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang
dilakukan dibawah satu pintu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
termasuk di dalamnya |penyelenggaraan’ pendidikan agama. Keputusan
presiden tersebut diikuti oleh Inpres No. 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan

130 " Menumut penulis, alasan pemerintah

keputusan presiden tersebut.
melakukan kebijakan tefsebut karefia ingin menghendaki satu sistem
pendidikan nasional bukan dualisme atau sistem ganda, sehingga
mengaturnya lebih | mudah: Walaupum | realisasinya= terjadi dualisme
pendidikan yang tidak dapat dihindarkan,/antara pendidikan umum dan
pendidikan Islamy,Alasan, ketakutan pemerintah terhadap sikap umat Islam
waktu itu, dimana keberadaannya cukup mendominasi sebagai kelompok
masyarakat yang tentunya bila tidak dikendalikan dapat merugikan lainnya,
sehingga pemerintah memandang sikap umat Islam ini diaktualisasikan dalam
sikap politik mereka, sehingga pemerintah ‘mengebiri’ politik umat Islam.

Selanjutnya ketika pendidikan agama Islam menjadi suatu yang

dapat memperkuat eksistensi suatu kelompok, maka dikhawatirkan umat

lmNurhay‘dli Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan, (
Jakarta : Rajawali Press, 2009), him. 183 — 184.
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Islam menjadi kelompok yang tidak terkalahkan, dapat melawan pemerintah
yang akhirnya dapat mendirikan Negara Islam. Kemudian alasan terakhir
adalah, jika waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendapat
pekerjaan yang lebih besar, maka pendidikan agama dapat menjadi alasan
karena hal tersebut yang seharusnya untuk masalah pendidikan agama Islam
seyogyanya dikelola oleh Departemen Agarna.

Oleh karena itu diakibatkan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres
No.15 tahun 1974 mendapattantangan yang sangat keras dari kalangan Islam.
Kedua keputusan tersebut dipandafig,sebagai langkah untuk ‘mengebiri’ tugas
dan peran Departemen Agama'dan'bisajadi menjadi langkah sekularisasi
yang dilakukan Orde Barw terhadap pendidikan Islam. Hal tersebut cukup
berasalan karena setting politik waktu itu memarjinalkan politik Islam melalui
pengebirian partai politik islam."*’

Melihat reaksi umat Islam yang.demikian-kerasnya yang mengecam
pemerintah, membuat —“pemerintdh), gerah dan ketakutan, kemudian
mengadakan sidang) jkabinet- terbatas—péada | talun 1974. Beberapa hal
disampaikan oleh pemerintah direpresentasikan oleh Presiden Socharto
dengan memberikan poin-poin sebagai berikut : perfama, karena tujuan
pembangunan nasional adalah untuk mencapai kemajuan material dan
spiritual yang seimbang, maka harus ada keseimbangan antara pendidikan
umum dan agama. Kedua, pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, sedang pendidikan agama berada dibawah

Blpid., him. 184.
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tanggung jawab Menteri Agama. Ketiga, untuk melaksanakan Kepres No. 34
Tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada
kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen
Dalam Negeri dan Departemen Agama.'? Qleh karena itu munculnya
kurikulum 1975 yang terkenal dengan sebutan kurikulum SKB (Surat
Keputusan Bersama) Tiga Menteri, hal tersebut memunculkan dugaan kuat
bahwa sejarah munculnya SKB tersebut dilandassi oleh reaksi umat Islam
terhadap Kepres dan Inpres-yang kontroversial.

Berdasarkan alasanl tersebut meminjam istilah dari Neil, antara
pemerintah daerah dan pusat sefing mienyusun kebijakan yang kontroversial,
biasanya hal tersebut bersifat politiki'** Kdtena menurut Kelly, bahwa sistem
pendidikan dapat dimanipulasi ;oleh/ /kepentingan politik dalam rangka
mencapai tujuannya. Sedangkan manipulasi pendidikan dan masyarakat itu
sendiri domipan dipengaruhi_oleh, kekuatan kelompok yang masuk di
dalamnya."** Apa yang disampaikan Kelly berbeda dengan pendapat Tilaar, ia
berpendapat pérididikar yang pdiselenggarakana di negeri ini haruslah

mengesampingkan kepentingan kelompok, partai politik sehingga pendidikan

321bid,

13330hn D. McNeil, Curriculum A Comprehensive Introducction, (New York:John Wiley &

Sons, INC, 1996), hlm. 285.

38.

1344V Kelly, The Curriculum Theory dan Practise, (London:Sage Publication, 2004), him.
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yang diselenggarakan tanpa membedakan ras, agama, tingkat sosial, ekonomi,
gender sehingga akan membentuk masyarakat yang demokratis. '’

Apa yang dikatakan oleh Neil dan Kelly bahwa kebijakan
pendidikan Islam memang harus mendapat restu dari presiden Soeharto,
karena dukungan militer yarg kuat. Namun pada periode berikutnya,
dikarenakan dukungan militer melemah, maka Soeharto mulai melirik
kelompok Muslim. Muncul organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia) sebagai organisasi-Muslim-Medem. Dengan ICMI inilah aspirasi
umat Islam dapat tersampaikan, sehingga-ditetapkanlah UU Sisdiknas No. 2
tahun 1989 yang dianggap oleh kalangan Muslim dapat memenuhi aspirasi
mereka.*® Dalam UU No- 2 tahun 1989Vini madrasah diakui sebagai bagian
dari sistem pendidikan nasional; sehingga secara politis umat Islam merasa
diakui eksistensinya.Walaupun sebagi konsekuensinya kurikulum MA harus
mengikuti kunikulum pendidikan nasienal.

Dalam praktikniya Orde Baru senantiasa ingin menggantikan politik
praktis yang dikésankan dengan'birokrasi ¥ang lebih santun dan elegan, tidak
seperti Orde Lama yang terkesan otoriter, Namun demikian kenyataan yang
terjadi bahwa Orde Baru mengusung kelompok militer, teknokrat dan
kelompok minoritas sebagai sarana dalam membangun dan mewujudkan

pemerintahan stabil sebagai mesin polittk demi tercapainya cita-cita dan

133H.AR. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif
Untuk Indonesia, ( Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 430.

136Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan, hlm. 170 - 171.
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kebijkan politik yang dikehendaki,”’ hal ini merupakan sarana dalam
menjadikan kekuasaan yang lebih absolut.

Haligan dan Turner menulis sistem pemerintahan Orde Baru
dikendalikan oleh kekuatan militer sebagai sumber utama kekuasaan Presiden
Soeharto. Hal ini memungkinkan Presiden melembagakan  beberapa
perubahan yang memperketat garis komando dan kendali menuju
sentralisasi kewenangan. Militer sangat penting dalam menerapkan
kebijakan sentralisasi yang membawa—seluruh kepulauan yang luas
dibawa kendali ketat pemefintah spusat. 1%

Melalui penerapan sistém pényelenggaraan pemerintahan tersebut,
dapat berpengaruh terhadap penerapan siStem pendidikan nasional. Politik
kebijakan pendidikan Orde Barw telah  menggiring pendidikan kepada
sistem yang sentralistik. Kebijakan dalam segala bidang selalu dikontrol
oleh pemerintah pusat dalam.rangka, menyosialisasi, ideology politik yang
dianut oleh pemerintah.”’9 Karen@a\, ith, /pendidikan dijadikan sebagai
sarana untuk méndukung,damymeldrggengkarn kekuasaan. Dari aspek ini
dapat dipahami bahwa politik dan pendidikan saling berkaitan dan saling
mempengaruhi. Apabila pendidikan tidak sanggup perperan menjalankan

fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus

37M. Rusli Karin, Negara dan Peminggiran Islam Politik , ( Yogyakarta: Tiara Wacana,
1999), him. 118.

‘¥ Haligan dan Tumer, Profiles of Government Administration in Asia, (Australia:
Government Publishing Service Canberra,1995), hlm. 38.

Mastuhu, Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru dalam
Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , (Jakarta: Edisi 1 1999), him.17.
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dihadapi oleh sistem politik. Karena itu, pendidikan di masa Orde Baru
selalu berafiliasi kepada ideologi politik pemerintah. 140

Demikian halnya dengan pendidikan agama dianggap dikotomis
dengan pendidikan umum, karena kebijakan Negara lebih berpihak pada
pendidikan umum sehingga terkesan diskriminatif. —Undang-undang
Nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas tidak secara kuat memberikan
peluang dan isyarat pendidikan agama untuk mengintegrasikan dirinya
dengan pendidikan umum;—dansebaliknya mengintegrasikan pendidikan
umum ke dalam pendidikan )y, agama  Terjadinya ketidakmampuan
mengintegrasikan secara [ideal agama” terhadap ilmu karena agama masih
diajarkan secara terpisah=pisah | atau ekslusive, siswa hanya mengetahui
agamanya masing-masing- dan; diajarkan dengan otoritas agama melalui
metode dogmatis. 141

Perjuangan pafa tokoh-tokeh.Muslim=seperti) K.H. Moh. As’at
Qemar, Basuni Suriamihaga, Syadf /[Thayib, K.H. Hasan Basri, Yusuf
Hasyim, Syamisil, | Atifiny™Yundd —Nasution,A Yusril Ihza Mahendra,
Abdurrahman Wahid, H.J Naro dapat dilihat pada proses rancangan
Undang-undang sisdiknas tahun 1989 sampai pada penetapan Undang-

undang tersebut. 142

M0N{yhammad Sirozi, Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan
Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007),hlm. 47.

"41Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan, hlm. 27.

M2 1amlan andi, "Kebijakan Sosio-Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam di
Indonesia”, Jurnal Inspirasi, No. X1V Edisi Oktober, (2011), hlm. 59.
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Kekuatan kepentingan Muslim dalam penetapan Undang-undang
sisdiknas mendapat respon positif dari pemangku kepentingan,
pemerintah dan DPR, sehingga pendidikan agama dianggap penting untuk
diajarkan di sekolah umum dan sebagai sub sistem dari sistem pendidikan
nasional di masa pemrintahan Orde Baru. 143
b. Keinginan Modernisasi Pendidikan Islam Era Orde Baru

Ketika awal Orde Baru berkuasa salah satu aspek penting yang
dijadikan kendaraan kekuasaan adalah berkaitan dengan modernisasi sebagai
landasan pembangunan bangsa.'*pOrde “Baru memilih kebijakan tersebut
karena menurut mereka cdisaathiti® Orde| Lama dianggap gagal dalam
memenuhi tuntutan dan Zharapan rakyat’ Indonesia. Selanjutnya muncul
pemahaman pada era Qide/ (Baru/ dengan istilah modernisasi, hal itu
menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat terutama umat Islam.
Pendekatan \modernisasivyang.dilakukan/Qrde Bari, pada aspek ekonomi,
-sosiai—politik dan pendidikan, Hal/yang\dikhawatirkan umat Islam adalah
timbulnya sekuldrisdsidalatn, meimahidmi_agama sehingga hal tersebut
disikapi dengan reaktif. Umat Islam menganggap kebijakan Orde Baru
merupakan sikap yang akan menempatkan umat Islam pada posisi yang

termarginalkan, hal tersebut berpengaruh pada aspek pendidikan sehingga

3 1bid. hlm.59.

YM_ Syafi'l Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Politik : Sebuah Kajian Politik Tentang
Cendikiawan Muslim Orde Baru , ( Jakaria: Paramadina, 1995), him. 17.
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pendidikan Islam menjadi “kelas dua” dalam sistem pendidikan di
Indonesia.'*’

Apa yang dilakukan Orde Baru tersebut ternyata sepaham dengan
kalangan umat Islam waktu itu bahwa dengan adanya modernisasi maka
sejatinya ideologi yang dibangun akan berkiblat ke barat. Sehingga kalangan
umat Islam mengalami dilema, disatu sisi mereka harus mendukung
kebijakan yang Orde Baru, sisi lain mereka harus mendukung modernisasi
yang nyata-nyata berkiblat ke barat: Cara pandang yang demikian
menimbulkan kerancuan di'kalang@an umat Islam.'*®

Sebagai tambalian sebenarnya respon umat Islam ketika Orde Baru
bangkit mengikuti tiga pola. Rerfama, Pola Apologi yang diikuti usaha
penyesuaian diri dan adaptasi tefhadap/modernisasi. Kedua, juga melakukan
apologi terhadap ajaran-ajaran islam, tetapi menolak modernisasi karena
dianggap sebagai westernisasi-dan sekulerisasi. Ketiga;pola tanggapan kreatif
dengan menempih jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelekttual
dalam menanggapiuhgdemisasi.'®
Simbolisasi kekuasaan Orde Baru salah satunya dengan penetapan

ideologi pancasila sebagai satu-satunya asal tunggal Negara. Hal itu

memunculkan penolakan di kalangan umat Islam. Namun dengan berbagai

"SHujair AH Sanaky, " Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani
Indonesia ( Tinjauan Sosio-Kultural Historis )", Tesis, Yogyakarta :Magister Studi Islam,
UII,2002, him.136.

146 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, { Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him.186.

147\{. Dawam Raharjo, Jntelektual Muslim, Intelejensia, dan Perilaku Politik Bangsa :
Risalah Cendekiawan Muslim, { Bandung : Mizan, 1993), hlm. 381 - 382.
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perdebatan akhimya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak asal
tunggal tersebut. Dalam pada itu kekuasaan Orde Baru digambarkan sebagai
bureaucratic authoritarianism, state qua state, neo patrimonalism dan

modern personal rule.!*®

Maka dari itu ketika terjadi sentralisasi kekuasaan,
fungsi presiden memiliki peran ganda dalam institusi Negara, hal ini
dilakukan untuk melanggengkan kekuasannya.149

Seperti diketahui, sejak awal abad ke 20 , Indonesia marak dengan
gerakan modernisme. Terlepas-dari-usaha-usaha positif yang telah berhasil
dilakukan, pada perkembangannya) gerakan| ini sangat artifisial dan kurang
mengakar pada khazanahrintelektualisme Islam. Gerakan ini juga gagal
mempertahankan kesegaran pemikiran (pembaharuannya ketika ia telah
menjadi besar. Apa yang  kemudian tferjadi hanyalah kerutinan kerja
mengelola dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pembaruannya secara
amat praktikal. Di‘samping ifu, sikap.mnereka yang\secara tegas menentang
tradisionalisme telah semakin memperkKering inspirasi-inspirasi intelektual
serta cenderungmenampilkan dirinya-dengan watak yang kaku. Sedangkan
tradisionalisme Islam yang jauh lebih lama mengakar dalam masyarakat
Islam Indonesia, cenderung terlalu berorientasi pada mempertahankan apa
yang sudah ada dan mapan. Sikap euforia dan keterpakuan pada produk

pemikiran dan keberhasilan masa lampau mengakibatkannya sangat selektif

1487 inal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca Soeharto, ( Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003),

hlm. 45.

149 A hmad Arif Junaidi, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah Pergulatan Politik",

AL-HIJAM , Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. XV, April, (2004), him. 12

-13.
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terhadap gagasan-gagasan baru, sehingga dinamikanya sangat lambat dan
bahkan cenderung statis.'”® Kehadiran neo-modemisme dengan watak
tengahnya merekomendasikan sikap akomodatif terhadap modernisme dan
tradisionalisme.'”!

Dalam pada itu perkembangan modernisasi turut menumbuhkan
kaum terpelajar dan kelompok intelegensia dimana hal tersebut ikut
memberikan pengaruh penting di lingkungan muslim-santri pada masa Orde
Baru. Perkembangan demikian—didorong oleh kebijakan negara yang
memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat luas untuk menduduki
bangku sekolah. Hal ini sangat.berbeda derigan kebijakan pada masa kolonial,
dimana pada era tersebut-peluang lebih besar diberikan kepada anak-anak
kalangan bangsawan/priyayi ‘dan mereka yang beragama Kristen/Katholik
yang mendapat subsidi dari gerej a1

Selain ith banyaknya. pesantren’s’ yang-bermtinculan di berbagai
kota besar yang alumninya-dapat mélanjutkan studinya di perguruan tinggi di
dalam maupun |di, luar-negeri psangat—berdampak pada citra pendidikan
pesantren, pesantren tidak lagi dilihat sebagai institusi yang melanggengkan

kekolotan, kemunduran serta label-label negatif lainnya, sehingga dari hal

190Ahmad Amir Aziz, Neo-Modernisme Islam di Indonesia, {Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1999), him. 17.

'S'Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran
Islam Indonesia Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 177-186.

1520yrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru”, Jurnal dak‘wah, VolIX
No.2, (Juli-Desember 2008),hlm. 186.

53 1bid., hlm .188.
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tersebut ada yang beranggapan bahwa pesantren yang akan memunculkan
pembaharuan pola pikir Islam di Indonesia. Itu dikarenakan dalam pesantren
memiliki corak pembinaan bercirikan Islam, sehingga aspek pendidikan Islam
dalam pesantren dapat dijadikan salah satu benteng dalam menghadapi
modernitas. Oleh karena itu Islam dapat memberikan pengaruh positif kepada
pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, juga dapat menjadi tulang
punggung dalam modernisasi dan memberikan bekal yang cukup bagi
manusia Indonesia dalam_menghadapi-modernisasi, karena bagaimanapun
juga manusia merupakan subyek dalam pendidikan Istamn.'™*

Secara implisit ;padammasa Orde Baru, umat Islam baik dari
kalangan tradisionalis maupun kalangan modernis masih tetap berkeinginan
untuk melestarikan pemikiran-pemikiran formalisme pendidikan., 135

Gagasan modernisasi Islam pada era Orde Baru di latarbelakangi
oleh gagasan modemismé pemiikirah daminstitusi-Islam secara keseluruhan.
Modernisme pendidikan Islam sangat\erat hubungannya dengan kebangkitan
program modernisasi flslam~K erangka=yang jberada di balik modernisme
pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi kebangkitan
umat Islam di masa modern.'*

Pengistilahan Orde Baru dengan modemisasi pendidikan Islam

lebih familiar dengan istilah ‘pembangunan’ (development), hal ini

134 1bid., hlm. 188.
155 1hid., him. 189.

156 A 7yumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan
Mileniwm I11,( Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 34 -35.
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merupakan hal yang cukup kompleks. Pendidikan dipandang sebagai variable
modernisasi. Dalam konteks ini pendidikan dianggap sebagai prasyarat dan
kondisi mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai
tujuan modernisasi atau pembangunan. Sehingga tanpa pendidikan yang
memadai , sulit bagi masyrakat manapun mencapai kemajuan. Karena itu
banyak ahli pendidikan berpendapat, bahwa pendidikan merupakan kunci ke
arah modernisasi yang hendak dicapai.'’

Pengukuhan dan-pemantapan-kedudukan pendidikan Islam dalam
sistem pendidikan nasional tentussaja hatus disyukuri. Secara implisit hal
tersebut juga menunjukkan pengukulian bangsa terhadap sumbangan besar
pendidikan Islam dalam upaya mendidik’/dan mencerdaskan bangsa. Tetapi
pada pihak lain, pemantapan  kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus
merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan
pengelola pendidikan Islam itu sendiri..Undang-undang itu menuntut adanya
peningkatan mutu pendidikan Islam baik, yang tercakup dalam sistem yang
berada dibawah|Departemen-Agama, mavpun pendidikan Islam dalam sistem
Depdiknas. Hanya dengan respon yang tepat, pendidikan Islam dapat
diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan anakdidik untuk
menjawab tantangan perkembangan Indonesia modemn yang terus semakin
kompleks.

Relevansi substansi antara pendidikan Islam dengan pendidikan

nasional terletak pada: pertama, nilai-nilai yang tergantung dalam pancasila

1571bid., hlm. 30.
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sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam
(tauhid); kedua, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk hidup
jasmani-ruhani yang berpotensi untuk menjaga manusia bermartabat
(makhluk yang paling mulai); ketiga pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang
luhur (akhlak mulia) dan berbagai kemampuan untuk memikul tanggung
jawab (sebagai khalifatullah):'>

Peradaban modém yang mengglobal terus dihadapkan pada
kebingungan bagaimanar mengembangkan pendidikan yang mampu
melahirkan kepribadian manusia yang selain memiliki kemampuan memenuhi
kebutuhan hidup personal :juga -memiliki kesadaran sosial di tengah
persaingan antar bangsa dan kelompok masyarakat dalam suatu bangsa yang
semakin tajam. ‘Problém _yang \\demikian Semakin) kompleks dalam
perkembangan masyarakatIndonesia di tengah pergaulan dunia global.

Oleh pkarena=itursudah psaatnya~untuk, lebih serius menangani
pembaharuan sistem pendidikan Islam. Selama ini usaha pembaharuan atau
peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak
komprehensif dan menyeluruh. Sebab usaha pembaharuan atau peningkatan
itu dilakukc;m sekenanya atau seingatnya, maka tidak terjadi perubahan

esensial dalam sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam lebih

138 Achmadi, Jdiologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanis Teoseniris, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him. 180-131.
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cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan,
atau kurang bersifat fiture-oriented.'” .

Pendidikan dalam proses modernisasi mengalami perubahan
fungsional antar sistem, terlebih dalam sistem pendidikan membutubkan
mobilisasi sosial, peningkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam
modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan value arah
tersebut. Pendidikan Islam tidak hanya cukup sekedar pemenuhan kewajiban
menuntut ilmu belaka, namun-lebih-dari-itu harus juga memberikan modal
akses bagi peningkatan social masyarakat. Mobilisasi kultural, modernisasi
yang menimbulkan perubahanilultur‘menuntut sistem pendidikan mampu
memelihara stabilitas dan pengembangan warisan kultural yang kondusif bagi
pembangunan. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren
sebagaimana disebutkan di atas tentunya memiliki subkultur sendiri yang
khas, semua itu berarti/penilaiafiulang terhadap)lingkungan kulturalnya
sendiri.'®
¢. Kecenderungan Diketomik PendidikanIsiamEra Orde Baru

Salah satu permasalahan yang mengemuka dalam dunia
pendidikan, khususnya pada era Orde Baru bahkan konon berlangsung hingga

saat ini adalah dualisme pendidikan. Diakui atau tidak, dampak sosial

dualisme pendidikan dapat menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat

199 A zyumardi Azra, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, (Jakarta: PT. Logos
Wacana Jlmu, 1999), him. 57.

197bid., him. 33.
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terbelah-belah dan tidak utuh yang pada gilirannya terjadi penilaian yang
berbeda terhadap pendidikan yang ideal sesuai dengan latar belakang
pendidikan yang mereka tempuh.

Menurut Abdul Rahman Assegaf bahwa dari sudut pandang Islam,
secara konseptual  tidak dijumpai adanya  dualisme ilmu. Jika
memperhatikan terhadap pegangan Islam yakni al-Qur'an atau hadis, tidak
ditemukan, baik secara tersirat maupu tersurat tentang dalil mengenai
dualisme pendidikan. Islam—mengajarkan, untuk menuntut semua cabang
ilmu,'! sehingga Islam puntidak mendikotomikan keduanya.

Munculnya dualismetdalam’sistem pendidikan di Indonesia tidak
bisa dilepaskan dari penggruh kemundutan dunia Islam yang didominasi
oleh pola pengembangan keilmuan, agama yang spesifik-parsialistik dan
juga pengaruh penjajahan Barat. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di
Indonesia di_satu“sisi masil meWarisi pola pendidikarhlslam (tradisional)
dan di satu sisi mewarisi sistem/penjajall, (Barat). Karel A. Steenbrink
mendapati bahwas, asal~usul"sistem pendidikan yang dualistik di Indonesia
telah bermula sejak zaman kolonial Belanda hingga berlanjut ke zaman
kemerdekaan. Penolakan politik pemerintah kolonial penjajah untuk
menyesuaikan diri dan menggabungkan sistem pendidikan agama Islam

seperti pondok pesantren yang telah ada sebelumnya menjadi dasar untuk

16l Abdurrahaman Assegaf dalam Dualisme Pendidikan di Indonesia, Lentera Pendidikan,
VoL. 16 NO. 2 ( Desember 2013), Abdul Wahab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Pontianak, him. 220-229.
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mengembangkan sekolah-sekolah umum menjadi salah satu sebab
wujudnya sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan kolonial.'®?

Jika dualisme dalam pendidikan tersebut dibiarkan berlangsung
terus-menerus, akan melestarikan keterbelakangan dunia pendidikan,
khususnya pendidikan Islam. Padahal, menurut catatan sejarah, kemajuan
teknologi di barat sesungguhnya digali dari pengetahuan yang dibangun oleh
orang-orang Islam yang hidup di mana tidak memisahkan antara ilmu
agama dan ilmu umum. 163

Dalam konteks™ pendidikan, Marwan Sarijo menyatakan bahwa
istilah dualisme dan dikotomi“memiliki makna yang sama yaitu
pemisahan antara pendidikan 'umum’dari pendidikan agama. Dengan
pemaknaan di atas, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan
sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang
memisahkan.skesadaranvkeagamaan‘dan-ilmu’ pengetahuan atau ilmu umum.
Dualisme dan dikotomi ini; bukan hanya pada tataran pemilahan tetapi masuk
pada wilayah| 'pemiiSahan \Dalam._opera§ionalnya, pemisahan mata

pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah

yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing.'®

162K arel, A. Steenbrink. Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun

Modern, ( Jakarta:LP3ES, 1994), him. 3.

'3 Ali Riyadi, Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta:

Ar-Ruzz, 2006), him. 82.

22.

"*Marwan Saridjo, Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Amissco,1996), hlm.
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Bentuk dualisme dalam pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan
pemerintah, baik dari kebijakan dalam undang-undang pendidikan
nasional maupun Peraturan Pemerintah. Pergumulan antara sistem
pendidikan umum dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung,

Kebijakan pendidikan Islam yang dibuat di setiap kekuasaan
memiliki aspek berbeda, hal ini terkait dengan sistem pendidikan yang dianut.
Oleh karena itu pada masa Orde Baru kebijakan sistem pendidikan nasional
didasarkan pada Tap MPRS—Ne-27;,-pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang
menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak
dalamn Nation and Character Building', dan sekaligus menetapkan bahwa
"Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh
setiap murid/mahasiswa sesuai  dengar- agamanya masing—masing.165 Pada
pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai
dasar dan tujuan pendidikan adalalf:

a. Mempertinggi~mental, siteral,, budi pekerti dan memperkuat
keyakinan jberagama.
b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
c. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan  sehat.
Kemudian, MPRS hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan
No. 4/MPRS/1973 (juga dikenal dengan nama GBHN); yang merumuskan

bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

165\ {uhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), him. 13
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"Pendidikan pada hakekatnya adalah wusaha sadar untuk
mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar
sekolah, berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar
pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat dan sesuai dengan
kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah
tanggungjawab  keluarga, masyarakat dan  pemerintah.
Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah
Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-
manusia pembangunan yang berpancasila dan diarahkan untuk
membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya;
memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan
kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyerukan sikap demokrasi
dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang
tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya
dan mencintai sesama manusia sesuai dengan Kketentuan yang
termaktub dalath UUD-1945/"'%

Pada tahun 1970-an’ pemerintah berupaya untuk menyatukan
lembaga-lembaga pendidikan dizindonesig termasuk madrasah di bawah satu
naungan yaitu departemerpendidikan dan kebudayaan. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran dari pdra, /pemitnpin. Islam “karena dianggap akan
menghilangkan eksistensi Pendidikan Islam. Kekhawatiran tersebut semakin
memuncak setelah dikeluarkan Keppres No. 34 Tahﬁn 1972 yang menyatakan
bahwa semua lembaga ‘perdidikani di* Indénesia berada di bawah tanggung
jawab Departemen | Pendidikan\ dan’ [Kebudayaan termasuk lembaga
pendidikan Islam. Namun demikian karena muncul reaksi keras dari para
pemimpin Islam, maka kemudian pemerintah tetap mengizinkan madrasah
berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Dengan adanya reaksi
tersebut, maka kemudian muncullah SKB 3 Menteri Tahun 1975 yaitu

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam

16T AP MPRS No. 4/MPRS/1973, Pasal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan
Pembinaan Generasi Muda.
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Negeri yang masing-masing tertuang dalam: No 6 Tahun 1975, No.
037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tertanggal 24 Maret 1975. SKB ini berisi
upaya tentang peningkatan mutu pendidikan agama di madrasah yang
kemudian menjadi pijakan dalam penyusunan kurikulum madrasah Tahun
1976.'

Sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut
sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah
juga dipandang sebagai langkah unfuk mengurangi tugas dan peranan
Kementerian Agama dan_bagian dari upaya sekulerisasi yang dilakukan
pemerintah Orde Baru. Hal' injy,cukup beralasan dikaitkan dengan setting
sosial politik yang berlangsung pada @wal pemerintah Orde Baru yang
menerapkan kebijakan politik;, yang  memarjinalkan politik Islam melalui
pengebirian partai politik Islam.'®*

Kebijakan melalui-SKB-3(Menteri ini sébenamya merupakan salah
satu upaya dalam rangka.ménempatkan/peserta didik pada taraf dan mutu
serta pada konteks kemasyarakatan,yang lebih Iuas. Hal ini terungkap jelas
dalam salah satu diktum pertimbangannya yaitu bahwa dalam rangka
pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan
bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama kepada
tiap-tiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan memberikan kesempatan

167 Ahmiadi Syarif, Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah, (Bandung: Citra Umbara,
1995), hlm. 144.

l(’S‘Dt“:partemen Agama, Sejarzh Madrasah, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,
(Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 142.



102

untuk mendapatkan pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga Negara
Indonesia, maka perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu
pendidikan pada mdrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau
pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan
tinggi.'®

SKB 3 Menteri ini juga dapat dipandang sebagia pengakuan yang
lebih nyata akan eksistensi pendidikan Islam dan sekaligus merupakan
langkah strategis menuju—tahapan—integrasi madrasah ke dalam sistem
pendidikan nasional. Melalui SKB ini“madrasah memperoleh definisinya
yang semakin jelas sebagai seébuahslembaga pendidikan yang setara dengan
sekolah vmum meskipun secara manajeftien, penggelolaannya masih tetap
berada di bawah Departemen Agama, Madrasah tidak lagi dipandang sebagai
lembaga pendidikan keagamaan melainkan sebagai lembaga pendidikan yang
menjadikan_mata ‘pelajatan agamd islam sebagai-mata_pelajaran dasar yang
kemudian menjadikannya-sebagai fondasi unituk mata pelajaran yang lainnya.

Namun, demikian;~temyata=dalam ppelaksanaannya SKB ini pun
banyak menghadapi berbagai kendala. Meskipun sebagian kalangan
menganggap bahwa SKB ini ke depannya akan berdampak positif terhadap
masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Mereka yang mendukung adanya
kebijakan tersebut kemudian menindak lanjutinya dengan membuat kebijakan

baru. Di beberapa pesantren mulai diajarkan mata pelajaran umum dengan

'%Maksum, Madrasah, hlm. 150-151.
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tujuan agar para santrinya memiliki kompetensi dalam keilmuwan umum
sehingga kelak mampu bersaing dengan lulusan dari sekolah umum.

Akan tetapi di sisi yang lain tidak sedikit kalangan yang meragukan
hal ini. Mereka beranggapan bahwa dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri
tersebut justru akan menganggap lembaga pesantren menjadi sebuah lembaga
yang akan tetap termarginalkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun
keberadaan pesantren tetap diakui keberadaannya dengan penyelenggaraan
tradisi pendidikan yang mandiri, eksklusif.

Pesantren yang ' dimadrasahkan| justru akan menghilangkan
eksistensi.pesantren yang merupakan salah) satu lembaga pendidikan Islam.
Dengan memasukkannya ~mata | pelajaran | umum ke dalam kurikulum
pesantren justru akan menjadikan out-put-dari pesantren menjadi generasi
Islam yang “Magel”, yakni generasi yang dalam keilmuwan Islamnya kurang
memadai begitupun dalam/keilmuwan uvmum jugakurang.kompeten. Dengan
kondisi yang demikian (itu ) menjadikan nasib para Iulusénnya dengan
ijazahnya belumlah mengalami kemajuan yang signifikan.

Selain itu dari beberapa pesantren juga muncul kecurigaan terhadap
pemerintah, dimana dengan kebijakan tersebut pemerintah akan menyetir dan
mengambil kendali terhadap pesantren yang selama ini bercirikan mandiri
dalam pengelolaannya. Tradisi kemandirian yang selama ini menjadi salah
satu ciri khas pesantren dikhawatirkan akan tercerabut.

Kebijakan yang diambil pada masa Orde Baru tidak berhenti

sampai disini. Upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan eksistensi
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pendidikan I[slam sebagai pendidikan yang urgen dam sistem pendidikan
nasional terus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata
sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945,

Pada Tahun 1989 pemerintah mengambil kebijakan dengan
mengeluarkan UUSPN No. 2 Tahun 1989. Dalam UUSPN tersebut madrasah
didefinisikan sebagai suatu lembaga sekolah yang berciri khas Islam. Jika
sebelumnya terjadi dualisme antara sekolah dan madrasah, maka dengan
UUSPN tersebut, madrasah dengan sendirinya dimasukkan dalam kategori
"sekolah". Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintahpun mulai diterapkan
dengan proporsional terkait'dengan kedua lembaga tersebut.

Menurut A. Malik Fadjar, pengakuan madrasah sebagai sekolah
umum berciri khas Jslam 'merupakan wujud-budaya simpatik jati diri budaya
bangsa yang berakar pada peradaban "Bhinneka Tunggal Ika".'”® Selain itu,
Azyumardi | Azra“mengatakan; pengakuan tersebut ‘menunjukkan bahwa
secara perlahan namun|p@sti,] dikotomi antar madrasah dan sekolah umum |
mulai pudar.'”! Sedangkan menurut_Maksum, pengakuan tersebut dapat
ditafsirkan sebagai upaya melakukan "integrasi” pendidikan Islam ke dalam
sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi berikut :
pertama, pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam

setiap jenis, jenjang, jalur pendidikan. Kedua, dalam sistem pendidikan

""Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 15.

" Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan
Demokratisasi, (Jakarta: Kompas, 2002), him.71.
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nasional, madrasah dimasukkan ke dalam katagori pendidikan jalur sekolah.
Jika sebelumnya terdapat dualisme antara sekolah dan madrasah, maka
melalui kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa madrasah adalah sekolah
umum berciri khas agama Islam. Kefiga, kendati madrasah termasuk ke
dalam jalur pendidikan sekolah, pemerintah masih memberikan peluang
untuk mengembangkan madrasah dengan jurusan khas keagamaan.'” Dengan
demikian, pengakuan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam
membawa implikasi tidak ringan bagi keberadaan madrasah ke depan.
Menurut Maksum, SKB._tiga Menteri ini dapat dipandang sebagai
pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus
merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam
sistem pendidikan nasional-yarig tuntas-—Dengan SKB tersebut, madrasah
memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan
yang setara dengan  sekolah=sekalipun-pengeloldannya«tetap berada pada
Departemen Agama. Daldfi hal iniz\madrasah tidak lagi hanya dipandang
lembaga pendidikan, keagaaman yang.penyelenggara wajib belajar tetapi
sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran
agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30 %,
disamping mata pelajaran umum.'”
Bentuk pengakuan lain secara legal terhadap pendidikan Islam juga

terlihat kebijakan pemerintah yang pada tanggal 10 Juli 1990, Pemerintah

12\ aksum, Madrasah, hlm. 159 — 160.

B1bid., him.160.
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mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, tentang pendidikan
dasar. Didalam PP tersebut antara lain dirumuskan mengenai definisi dan
tujuan pendidikan dasar. Menurut PP tersebut, pendidikan dasar adalah
pendidikan umum sembilan tahun, diselenggarakan enam tahun di sekolah
dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau pendidikan
sederajat. Satuan pendidikan yang sederajat yang dimaksud antara lain adalah
Madrasah Ibtidaiyah sederajat dengan Sekolah Dasar sedangkan MTs setara
dengan SLTP.'™ Secara umum, dengan adanya berbagai macam kebijakan
tersebut maka jelaslah bahwa pendidikan“agama termasuk pendidikan Islam
semakin mendapatkan pethatian dari pemerintah. Hal ini juga dilanjutkan
dengan kebijakan lain ydng semakin memantapkan posisi pendidikan Islam
yang menjadi bagian tak terpisalikan dari-sistem pendidikan nasional.

Dengan diberlakikannya = SKB' 3 menteri tersebut, konsep
penyetaraanl pendidikan /madrasah./déngan “sekolah umum pada akhimya
menimbulkan konsekuensi* mengenai pendidikan agama yang proporsinya
hanya 30 % dan_pendidikan umum 70 % yang sebelumnya pendidikan agama
adalah 60 % dan pendidikan umum sebanyak 40 %. Langkah tersebut sebagai
salah satu bentuk memodernisasi madrasah, hal ini banyak yang
mengindikasikan bahwa penentuan proporsi yang agak berlebihan
menimbulkan kekhawatiran akan adanya tendensi kearah pendidikan yang
bercirikan pendidikan sekuler modern hingga berpotensi mengarahkan

lembaga madrasah yang lepas dari ciri khasnya yaitu nilai-nilai keislaman.

175, darwan Danim, Agenda Pembaruan Sisiem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003), hlm. 87.
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1) Kebijakan Pendidikan Islam Jalur Sekolah

Berbagai kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru sebagai
era yang terpanjang dalam sejarah Indonesia merdeka. Orde Baru lahir
dari tekad untuk melakukan koreksi total atas kekurangan pemerintah yang
telah dijalankan sebelumnya. Orda baru secara harfiyah adalah masa yang
baru yang menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Namun secara politis
Orde Baru diartikan suatu masa untuk mengembangkan negara Republik
Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara
sebagaimana yang terdalamydalam UndangZUndang Dasar 1945 serta falsafah
negara pancasila secara murni dan konsekuen.'”

Secara umum kebijakan Orde Baru diarahkan pada pembangunan
ekonomi yang didukung -olelh kondisi politik dan keamanan yang stabil.
Berdasarkan kebijakan ini maka kerjasama yang harmonis antara pemerintah,
angkatan bersenjata |dan/kaum pengusaha perlu__dibangun dengan seerat-
eratnya. Untuk mendpkung terlaksananya ini, pemerintah menggunaka
pendekatan sentralistik-dan moneloyalitas dalam seluruh aspek kehidupan.176
Karena politik, ekonomi, dan militer sudah dikuasai oleh Orde Baru untuk
mendukung kepentingannya, maka dengan mudah Orde Baru dapat
menguasai segala bidang di masyarakat. 177

Dengan kebulatan tekad atau komitmen dari segala kekurangan

pada masa sebelumnya, Orde Baru merumuskan tujuannya secara jelas yakni

'S Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 325.
% 1bid. hlm. 329.

Y 1bid. him. 332.
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melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen.
Ditinjau dari konteks manapun, runtuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde
Baru tetap merupakan persoalan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
Perpindahan era ini bukan sekedar perpindahan waktu dan kekuasaan, akan
tetapi lebih dari itu mempunyai makna dan implikasi yang sangat banyak.
Penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter dan refresif tentunya
sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di
berbagai aspek. Pada sisi lain, kuatnya legitimasi pemerintah dalam
menjalankan roda kekuasaan tidak ditopang dengan pemberdayaan
masyarakat, schingga hanya segelintir| orang saja yang dapat memperoleh
keuntungan karena dekat|sécara kekeluargaan, kekerabatan atau kolega. Hal
tersebut berdampak pula'pada-péngambilan keputusan pendidikan nasional
yang dikembangkan dan sedang dibangun oleh pemerintah saat itu. Sejatinya
pendidikan| yang\dikembanglkan-ltarus, disertai dehgan perubahan dan
perkembangan sesuai| @erubahan Adi \sekitar lingkungannya. Hal ini
memurculkan sikap ragu-ragu pemerintah, di satu sisi pemerintah ‘berhutang
budi’ kepada umat Islam karena partisipanya dalam perjuangan melawan
komunis, namun sisi lain agaknya pemerintah menentang munculnya
komunitas-komunitas muslim yang kuat secara politis yang tentunya dapat
mempengaruhi roda kekuasaan yang sedang berkuasa.'™
Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah,

baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia

"BK untowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Cet.7, (Bandung :Mizan, 1998),
hlm. 68.
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pada umumnya. Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga
menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi
tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini telah terjadi
perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis
religious (Islam). Kedua kelompok yang bersebrangan visi ini saling berebut
pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi
Negara. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi
tertentu, malah kalau perlu_secara konfrontatif dengan melakukan proses
pelembagaan formal. 179

Lembaga pendidikan,merupakan |salah satu media penting yang
dapat membentuk bagaimana corak hidup seseorang atau masyarakat, apakah
pandangan hidup mereka hanya unfuk kepentingan di dunia ini saja atau
untuk akhirat saja atau untuk kedua-duanya. Lembaga pendidikan terdiri dari
keluarga, sekolah, atau/madragah¢ dan masyarakat.lso Cliffon Fadiman,
menyatakan bahwa sékolah| atau smadfasah merupakan peta utama atau

sebagai satu-satunya,peta untuk pulauhartakarun yang merasuk pada pikiran

anak didik sendiri.'®!

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam diharapkan
mampu memperjuangkan dan mewujudkan pendidikan Islam. Di antara

sekian banyak tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan para ahli, Moh

1"9Muarif, Liberalisasi Pendidikan, ( Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), him. 28.
1808 funardji, Jlmu Pendidikan Islam.(Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 120.

18lpatile dan Robert L. Shannon dalam Abdul Madjid dan Jusuf Mudakir, {Imu Pendidikan
Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 241.
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Shofan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan
menjadi manusia dalam bentuk mengamalkan ajaran beragama dan berakhlak
mulia, melainkan juga mampu mengembangkan seluruh potensi yang
dimilikinya.'® Potensi yang harus dikembangkan terutama aspek fisik, psikis,
intelektual, kepribadian, dan sosial sesuai dengan tuntutan kehidupan,
kemajuan ilmu dan budaya, perkembangan masyarakat serta harapan ajaran
Islam itu sendiri, terutama dalam menjadikannya mampu menunaikan tugas
sebagai khalifah dan insan yang mengabdi kepada Allah SWT.

Dalam sejarah, madrasah mulai tumbuh di Indonesia pada awal
abad ke-20. Kelahiran |fadrasah ini tidak terlepas dari ketidakpuasan
terhadap sistem pesantren-yang semata-mata menitikberatkan agama, di lain
pihak sistem pendidikdn umim, justru—ketika itu tidak menghiraukan
agama.'®

Dalam “pandangan-Mahmud “Yunus, perbedaan, antara madrasah di

satu sisi dan sekolah tetiasuk sekolah-sekolgh umum peninggalan penjajah
Belanda di sisi, lain _setelah masa.kemerdekaan, memperjelas adanya
dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia.'**

Keberadaan madrasah sangat menonjol oleh karena dua hal

Pertama, pendidikan madrasah selama ini seakan-akan tersisih dari

820 oh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar
Dikotomi Pendidikan Islam,(Y ogyakarta: Ircisod , 2004), him . 63.

18 A, Timur Djaelani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan
Agama, (Jakarta : Dermaga,1983), hlm.19.

1840\ fahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , (Jakarta: Hidayakarya Agung,
1979), him .21.
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mainstream pendidikan nasional'®

sekalipun berkenaan dengan pendidikan
anak bangsa. Kedua, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem
pendidikan nasional relatif menghadapi kendala dalam hal mutu, manajemen
dan kurikulumnya. '%®
Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan sekolah
yang mempunyai ciri khusus, yakni sekolah umum yang berciri khas Islam.
Dengan konsep tersebut maka madrasah mempunyai tanggung jawab dan
tugas yang lebih daripada sekolah umum. Di samping memberikan pendidikan
umum, madrasah juga memberikan pendidikan agama. Analisis kekuatan,
kelemahan, anomali-anomali \Kebijakan (hingga saat ini mengharuskan
madrasah lebih tajam dan|terarah di dalam memasuki millenium ketiga yang
penuh dengan tantangan.”r'r Selanjutnya prospek madrasah masa depan yang
~ cerah harus dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan global.

Deéngan/ rimusah.reposisiCmiadrasah /yang._disesuaikan dengan
visi-misi pcinbangunan nasional serta pemanfaatan prospek madrasah dengan
nilai positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia baru dan
masyarakat global, maka dapat disusuni kufikulum madrasah yang realistis

. . . .1
sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. 88

185quwita & Fauzan , Sejarah Sosial Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 233.

18611 A.R.Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
hlm.164.

187 thid., hlm. 165.

8 1bid.
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Tugas yang dipikul madrasah adalah mewujudkan anak didik yang
memiliki pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu [ain sekaligus dapat
mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki, yang merupakan suatu
lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat,
khususnya masyarakat muslim. Bagi umat Islam, lembaga pendidikan Islam
diharapkan bukan sekadar lembaga yang di dalamnya diajarkan agama Islam,
melainkan lembaga pendidikan yang secara keseluruhannya bernafaskan
Islam,'®® dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridlai Allah
SWT.

Pada masa awaleawal pemetintahan Orde Baru, kebijakan dalam
beberapa hal mengenai| madrasgh| bersifat melanjutkan dan memperkuat
kebijakan Orde Lama. Pada tahdp ini~madrasah belum dilihat sebagai bagian
dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan
otonom di [bawah, perigawasan, Mentern. Agama. Hal Gni disebabkan karena
kenyataan bahwa sistem pendidikansmadrasah lebih didominasi oleh muatan-
muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki
struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang
dapat dikontrol oleh pemerintah.190 Selain itu menurut Maksum bahwa
meskipun pada tahap perkembangan selanjutnya antara kedua lembaga
kementerian ini terjadi interaksi dan saling melengkapi, tetapi

nampaknya kecenderungan itu masih dipengaruhi oleh kebijakan yang

¥9Munardji, flmu, him.125.

MMaksum, Madrasah, him. 132.
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bersifat politik dan juga karena adanya perubahan paradigma sebagian umat
Islam dalam memahami dan melihat kerangka hubungan Islam dan Negara.'”!

Selain itu menurut pengamatan pemerintahan Orde Baru bahwa
program Madrasah Wajib Belajar berjalan kurang sesuai dengan harapan
sehingga Kementerian Agama terus menata kurikulum pendidikan madrasah
sejalan dengan tuntutan pendidikan nasional. Sebagai efek dari Ketetapan
MPRS No. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan
kebijakan untuk menegerikan—sejumlah-madrasah dalam semua tingkatan
mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Melalui usaha ini
sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyahstelah- dinegerikan sehingga menambah
jumlah total Madrasah Ibfidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu
yang bersamaan, juga telah berdiri-sekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri
dan 42 Madrasah Aliah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan
status negeri /ini, \tanggung jawab, pengelolaan.meniang menjadi beban
pemerintah, tetapi pengaturan dafn\kontrol atas madrasah-madrasah itu
menjadi lebih efektify'?

Namun demikian pernah suatu ketika pemerintah Orde Baru
mengeluarkan kebijakan yang berwujud Inpres tahun 1972 dan 1974, inti dari
Inpres itu adalah ingin menunjukkan hegemoni pemerintah dalam bidang

pendidikan, baik dari sisi pengaturan standarisasi kualitas pendidikan untuk

kebutuhan pembanguan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun

12V 1pid him. 136.

192 ibid. hlm. 141.
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pengaturan dan pengawasan tentang pendirian lembaga pendidikan negeri dan

. swasta, bahkan dengan kebijakan ini pemerintah ingin menjadikan pendidikan
satu atap dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh
karenanya dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan nampaknya memang
kewenangan otoritatif pemerintah Orde Baru.

Husni berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang berwujud
Inpres tersebut merupakan manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat
madrasah yang sejak jaman-penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.
Situasi ini menandai ketegangan yang cukup keras dalam konteks pendidikan
nasional.'”

Apa yang dapat dilakukan pemerintah pada tahap ini adalah
memperkuat struktur madrasali —baik dalam jenjang maupun kurikulumnya—
sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan dan
dapat melanjutkanike jenjang-pendidikamyang lebihtinggi di sekolah-sekolah
yang dikelola Departénien Pendidikan /dan| Kebudayaan. Untuk tujuan ini
dikeluarkan kebijakan-berupa-Surat; Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri
pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.'*

Menurut Daulay, inti dari SKB tersebut adalah upaya untuk
meningkatkan mutu madrasah, dalam surat keputusan tersebut

dicantumkan:'®®

" Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Cet.1, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 2005), hlm. 18.

Y 1bid., hlm. 132.

195 aidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia,



115

a. ljazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah

sekolah umum yang setingkat.

a. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang

setingkat lebih di atasnya.

b. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang

setingkat (SKB Tiga Menteri Tahun 1975, Bab II, Pasal 2).
Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti:

a. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih

mantap dan kuat.

b. Pengetahuan wmum padamadpasah-madrasah lebih meningkat.

c. Fasilitas fisik-dan peralatan lebih disempurnakan.

d. Adanya civil effectterhadap-ijazah madrasah.

SKB Tiga Menteri menurut Nur Huda dapat dianggap sebagai
tonggak sejarah modernisasi-madrasah.-SKB tersebut dapat disebut sebagai
titik awal penyelenggata@il madrasah secara modern. Selain itu, SKB Tiga
Menteri dapat dipandang sebagai pengakuan yang nyata terhadap eksistensi
madrasah dan sekaligus langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah
ke dalam sistem pendidikan nasional yang tuntas.'”® Dengan mengikuti pola
penyelenggaraan madrasah seperti yang digariskan dalam SKB tersebut,
ijazah madrasah tidak saja diakui oleh Departemen Agama, tetapi juga oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan departemen-departemen lain.

(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 152.
1960 faksum, Madrasead, hlm. 151,
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Ini dapat dipandang sebagai sisi positif yang menguntungkan madrasah.'”’

Temnyata kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dituangkan
dalam SKB Tiga Menteri tersebut banyak dipermasalah oleh sebagian besar
umat Islam terutama ulamanya, karena SKB Tiga Menteri itu dianggap
membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik
pengetahuan agama, juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan
ulama. Untuk mecari solusinya, maka Departemen Agama pada tahun 1987,
di masa Menteri Munawir_Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program
Khusus. Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama
yang mengerti agama dengan baik juga‘pengetahuan umum, utamanya bahasa
Arab dan Inggris.'”® Namun sayangnya, MAPK/MAK ini tidak mempunyai
payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Menteri
itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan, madrasah
ini juga belum jélas posisinya /dalani~YU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989.
MAPK/MAK, termasuk di dalam péndidikan keagamaaln,199 baru mendapat
tempat dalam UU,Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,

Pada dasamnya, dibukanya MAPK adalah upaya mengembalikan
madrasah ke tujuan semula dengan beberapa penyempurnaan. MAPK juga

dimaksudkan sebagai penyuplai utama mahasiswa dalam jenjang pendidikan

197Nur Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia,( Yogyakarta:
Ar-Ruzz), him. 396.

%8P usni Rahim, Madrasah, hlm. 16.

1990a1am UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pendidikan keagamaan telah dijelaskan definisi
pada pasal 11 ayat (6} dan pada pasal 15 ayat (2) pendidikan keagamaan ini dimasukkan menjadi
bagian dari pendidikan menengah, tetapi bentuk dari pendidikan keagamaan itu ternyala tidak
tercantum dalam UU tersebut dan penjelasannya.
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tinggi Islam. Namun, jumlah MAPK yang sangat terbatas, dan tidak seimbang
dengan jumlah Perguruan Tinggi Islam yang banyak, tujuan pendirian MAPK
pun menjadi kurang maksimal. Kondisi madrasah yang dipandang sebagian
masyarakat telah terjadi pergeseran keilmuan, ditanggapi dengan membentuk
madrasah diniyah atau melestarikan lembaga pesantren sebagal tempat
pendidikan keagamaan.200

Memasuki tahun 90-an, kebijakan pemerintahan Orde Baru
mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem
pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan
bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur
sekolah teapi juga memanfaatkan jalur | luar sekolah. Dalam rangka
mewujudkan tujuan ini, pemerintahan-Orde-Baru melakukan langkah konkrit
berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan [Nasional dan/sekaligus/nmienggantikai\UU..No. 4 Tahun 1950.
Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melajui
keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori
pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui
upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam
sistem pendidikan nasional.2”!

Perkembangan tersebut, menurut Azra, membawa implikasi yang

cukup mendasar bagi keberadaan madrasah. Madrasah yang semula

209N1ur Huda, Isfam Nusantarahlm. 399.

WM aksum, Madrasah,hlm. 132-133.
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dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini, ia- dapat
mengklaim diri menjadi sekolah umum plus. Oleh karena itu, madrasah
mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus
memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga
harus memberikan materi-materi esensial kesilamannya, yang selama ini telah
diajarkan. Beratnya beban yang diemban oleh madrasah tersebut masih
ditambah dengan rendahnya kualitas sumber-sumber daya pembelajara.n.202
Meskipun demikian, menurut-Ahmad-Gunaryo upaya-upaya tersebut tidak
serta merta bisa memposisikan gpendidikan madrasah secara substansial
sejajar dengan Pendidikan Umuim (sekolah).203

Masih menurut Azra, 2% konteks pendidikan Islam di masa Orde
Baru cenderung sentralistik  dan- serba  seragam, sehingga gilirannya
mengabaikan keragaman realitas ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di
berbagai daerah. \Selanjutnya  orientasi  kebijakan pendidikan nasional
cenderung kepada pencapaian targef-target tertentu, seperti target kurikulum
yang pada gilirannya-—~mengabaikan--proses pembelajaran yang efektif
menjangkau seluruh aspek dan potensi anak didik.

Konsekuensi dari implementasi Undang-Undang tersebut

mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berbentuk otonomi atau

disentralisasi pendidikan. Oleh Kkarena itu dalam dunia pendidikan era

W2A1i Anwar, Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, { Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2011),hlm. 48.

20341i Anwar, Pembaruan Pendidikan, him. 48.

204 Azyumardi Azra, Paradigma Baru, hlm. 5 - 6.
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otomisasi ini akan berdampak kepada perubahan beberapa paradigma
pendidikan dari sentralisasi mengarah pada desentralisasi serta prinsip
demokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas yang mengarah pada munculnya
kebijakan arus bawah.2%

Secara yuridis, madrasah telah diakui sbeagai sub sistem
pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,2% konsekuensi yang tejadi akibat keputusan
tersebut pembinaan madrasah—disamakan dengan sekolah-sekolah
pemerintahzm yang sesungguhnya jika dilihat dari sisi struktural madrasah
sebagai sekolah yang bereirikan agama Islam harus dibawah Departemen
Agama. Oleh karena itu déngan munculnya kebijakan yang dibuat Orde Baru
ternyata kurang menguntungkan sekolahi-sekolah yang berada di bawah
naungan Departemen Agama.

Menurut' Undang-Undang, Pemerintah [DeraliNo. 32 Tahun 2004
pasal 10 Ayat 3 huruf (f)<fentang pembagian urusan pemerintahan, urusan
agama termasuk, | salah~satu jurusan pemerintahan  yang  tidak
didesentralisasikan atau diotonomikan daerah. Dengan demikian peraturan

tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap kedudukan pendidikan

W51 aidar, Pendidikan Istam, hlm. 96.

261 dang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 dan

Pasal 18 Ayat 3.

170.

207 A R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), hlm.
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Agama dalam hal ini kedudukan Madrasah.2®® Di sisi lain ketika terjadi multi
interpretasi tersebut banyak sekali lempar tanggung jawab yang dilakukan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah dearah beranggapan
bahwa madrasah tidak menjadi tugasnya karena belum diotonomikan,
sedangkan pemerintah pusat menganggap kebutuhan madrasah juga telah
dicukupi daerah sebagaimana mengurus pendidikan di dearah pada umumnya,
pada akhirnya nasib madrasah bertambah sengsara karena pemerintah pusat
dan daerah tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. 2

Perjalanan pendidikan Jslam di Indonesia senantiasa dihadapkan
pada permasalahan yang kompleks, hal it disinyalir secara koseptual-teoritis
hingga operasional praktis. | | Seolah, | pendidikan Islam tertinggal
perkembangannya dari “pendidikan-umum, sehingga pendidikan Islam
terkesan dengan pendidikan ‘kelas dua’. Oleh karena itu Azyumardi Azra®'®
berpendapat bahwa ada /faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan Islam
selalu tersingkirkan. Méntrit beliau faktor-faktor itu dimulai dari sering
terlambatnya pendidikan Islam_dalam, merumuskan diri untuk merespon
perubahan dan kecendrungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa

datang. Selain itu sistem pendidikan Islam kebanyakan cenderung

mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu sosial

28K i Supriyoko, Hakikat Politik Nasional dalam Ali Muhdir Amnur (Ed), Konfigurasi Politik
Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 12.

29[ mam Suprayogo, Quo Vadis Madrasah: Gagasan dan Solusi Pembangunan Madrasah, (
Yogyakarta : Hikayat Publising, 2007), hlm. 78 - 79.

20 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, hlm. 59 — 60.
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ketimbang ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika
modern. Kemudian pendidikan Islam di dalam melaksanakan pembaharuan
dan peningkatan sistem pendidikan Islam senantiasa tidak komprehensif dan
menyeluruh, itn pun dilakukan ketika tidak terjadi perubahan secara esensial
di dalamnya. Yang terakhir adalah sistem pendidikan Islam cenderung
berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan atau kurnag
bersifat future-oriented dan tentunya sistem pendidikan Islam belum dikelola
secara professional dalam-—perencanaan, penyiapan tenaga pengajar,
kurikulum maupun implementasi pendidikannya, itulah yang menyebabkan
pendidikan Islam kalah bersaing,dengafi ldinnya.

Abdul Rachman Shaleh menyatakan bahwa pelaksanaan tugas
pendidikan di Kementerian- Agama’ dianggap sebagai sumber terjadinya
dualisme pendidikan di Indonesia.®'’ Hal tersebut disadari sebagai akibat
politik pendidikan\di masa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara
sistem pendidikan Bardt yang bersifat umum dan sekular dengan pendidikan
Agama yang ekskhl.lsif dan_bersifat .ukhrawi., Perundang-undangan tentang
sistem pendidikan jelas memberi peluang terjadinya dualisme pendidikan.
Pasal 10 ayat (2) undang-undang No. 4 tahun 1954 menyatakan bahwa
“belajar di sekolah agama yang mendapat pengakuan dari kementerian agama
dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Demikian pula sebagaimana
yang tertulis dalam substansi Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang

sistem pendidikan nasional dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan

21 A bdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikann Anak Bangsa, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005) , hlm. 47.
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pengakuan dan keberadan madrasah dan pendidikan keagamaan sebagai
bagian dalam kesatuan sistem pendidikan nasional. 2"

Setelah lahimya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar
dalam hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hampir
seluruh  kewenangan pemerintahan yang sebelumnya  (sebelum
dinudangkannya UU tersebut) bertada ditangan Pemerintah Pusat, kini
dialibkan (dilimpahkan) k¢ Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian
dikenal dengan desentralisasi atau otonomi daerah.?'?

Dalam pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa kewenangan dearah
mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan—fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain. Bidang lain yang dimaksud meliputi; kebijakan tentang
perencanaan nasional dan’pengendalian-pembangunan nasional secara makro
dan perimbangan keuadgan] sistemn administrasi négara dan lembaga
perekonomian , negara,..pembinaan _dan . pemberdayaan sumber daya
manusia, pembangunan sumber daya alam serta teknologi tinggl yang
strategis, konservasi dan standarisasi nasional "

Dari pasal tersebut hanya lima bidang itulah yang tidak berada

2I2gyyatno, " Dekontruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional", Jurnal
Pendidikan Islam, Volume I, Nomor 1,( Juni 2012/1433 H),hlm .129.

Masykur H Mansyur , "Kebijakan Pemerintah Mengenai Pendidikan Islam®, Majalah
Iimiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22 { Mar - Mei 2012).

Mnid.
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dalam wewenang pemerintah daerah. Artinya lima bidang tersebut tetap
menjadi wewenang pemerintah pusat. Urusan agama termasuk dalam
lima bidang yang wewenangnya tidak diserahkan kepada pemerintah
daerah. Itulah sebabnya ketika banyak departemen sibuk merestrukturisasi
dan merampingkan departemennya serta menyerahkan sebagian (besar)
pegawainya ke pemerintah daerah, departemen agama tidak melakukan hal
ihg 215

Menyikapi permasalahan tersebut pendidikan agama yang diurus
oleh Kementerian Agama-(DirjenPendidikan Islam) ada dua macam; (1)
pendidikan agama (sebagai \matagpelajaran) yang diberikan di sekolah
umum; dan (2) Pendidikan agama dalam bentuk kelembagaan seperti
madrasah. Dalam hal pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan
adalah seperti menentukan isi kurikulum pendidikan agama, pengangkatan
guru agama) (duln ‘pémati~ \diserahkan | pada) Depdikbud/Depdiknas),
pelatihan guru agamal ‘Penempatdn, giru/agama dan penentuan jﬁmlah
jam pelajaran agama ydiserahkan, kepada Depdiknas. Dalam hal madrasah
terutama rnc;idrasah negeri wewenang Kementerian Agama adalah
menetapkan kurikulum termasuk alokasi waktunya, menyediakan gedung
dan fasilitas belajar, menyediakan dana operasional dan gaji pegawali,
membina pegawai yang ada dimadrasah tersebut, termasuk pembinaan
1216

kepala madrasa

Menteri Agama pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam

251pid.

Ho1pid.
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Negeri dengan/ untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999. Isi surat
tersebut mengenai penyerahan sebagian kewenangan yang ada pada Menteri
Agama dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah
Daerah. Tanggapan atas surat tersebut termasuk internal Kementerian
Agama sendiri beragam, ada yang ingin mengimplementasikan secara
dekonsentrasi bukan desentralisasi, demikian juga ada yang berkeinginan
tersedianya dinas perguruan agama Islam di tiap Kabupaten/ Kota dan
sebagainya. Tanggapan Pemda-kabupaten/ Kota juga beragam, ada yang
menerima namun ada juga yangsmenolak. Kondisi riil sampai saat ini
ternyata madrasah yangselama -imi dikelola oleh Kementerian Agama

masih tetap dan setia untuk-dikelola dan dibina oleh Kementerian Agama.zn
2) Kebijakan Pendidikan Islam'Jalur/Eudr Sekolah (Madrasah)

Dalam struktur_pendidikan nasional, pesantren merupakan mata
rantai yang sangat I;enting. Hal ini tidak hanya karena sejarah
kemunculannya yang ‘safigat~lama, tetapi karena pesantren telah secara
signifikan ikut| andil_/dalam. upaya mercerdaskan kehidupan 'oangsa.218
Pondok pesantren pada dasarnya memiliki fungsi meningkatkan
kecerdasan bangsa, baik ilmu pengetahuan, keterampilan maupun moral.
Namun fungsi kontro} moral dan pengetahuan agamalah yang selama ini

melekat dengan sistem pendidikan pondok pesantren.

Dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem

M1bid,

MAbdul Hady Mukti, Pengembangan Metodologi Pembelajaran di Salafivah , (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2002), him.1.
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Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa: Pendidikan
di Indonesia diselenggararakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan
sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan
sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan
berkesinambungan, sedangkan pendidikan yang diselenggarakan di luar
sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui
kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan.
Keberadaan pesantren—hingga saat ini memang tidak dapat
lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak
jarang pesantren mengalami ‘diskriminasi' atau "peminggiran” kebijakan
yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Bary, pemerintah
memberikan  kebijakan - miclalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah?” yang memasukkan lembaga  pendidikan
pesantren bukan lembaga penididikan formal yang setara dengan lembaga
pendidikan formal yang.ada. Pésantfen /hanya diakui sebagai lembaga
pendidikan non yformal=yang, masuk-pada- kategori jenis pendidikan luar
sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan
jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Hal ini
disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren
belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan
agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang

tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan

29peraturan Pemerintah RI Nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat
Bab Il pasal 3 ayat (1).
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menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah.

Oleh karena itu pesantren dengan model pendidikan yang
diselenggarakannya tersebut tergolong pendidikan yang tidak berjenjang dan
tidak berkesinambungan. Sistem pendidikan pesantren yang tidak berjenjang
dan tidak berkesinambungan tersebut dikatakan sebagai sistem pendidikan
yang di luar sistem pendidikan nasional.?® Namun demikian pengembangan
apapun yang dilakukan dan dijalani oleh pesantren tidak mengubah ciri
pokoknya sebagai lembaga pendidikan dalam arti luas, maksudnya tidak
semua pesantren menyelenggarakan madrasah, sekolah dan kursus seperti
yang diselenggarakan oleh lembaga penididikan di luarnya. 2!

Pesantren sudal’ saatnya untuk tidak menutup diri terhadap
perubahan, karena keengganaf pesantren untuk menyesuaikan dengan
perubahan sebenamya dengan sendirinya telah memposisikan pesantren
sebagai lingkungan yang' terisolir-dari~pergaulad dan-pada akhirnya akan
ditinggalkan kebanyakdrCotahg, kafenasudah tidak lagi sesuai atau tidak
dapat mengakomedasi keadaan zaman..Dengan demikian secara tak langsung
pesantren telah ikut juga menciptakan permasalahan dalam era globalisasi,
yaitu perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal dari orang lain dan
kalangan tertentu dalam masyarakat, akibat tidak dapat mengikuti dan tidak
dapat menyesuaikan dengan perubahan.

Perubahan vyang dimaksud disini bukan berarti pesantren

207 amakhsyari Dhoffer, Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, ( Jakarta
: LP3ES, 1985), him. 41-42,

2nian Nafi Abd A’la dkk, Praksis Pembelajaran Pesantren, ( Yogyakarta :LKIS Pelangi
Aksara. 2007), him. 21.
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merombak total ataupun membuang jauh-jauh sistem yang selama ini telah
menjadi ciri khasnya. Penerimaan pesantren terhadap berbagai perubahan
juga disertai dengan mempertahankan dan tetap memberikan tempat terhadap
nilai-nilai lama, karena perubahan bukan berarti harus menghilangkan atau
menggusur nilai-nilai lama. Perubahan justru akan semakin memperkaya
sekaligns mendukung upaya transmisi khazanah pengetahuan Islam
tradisional dan melebarkan jangkauan pelayanan pesantren terhadap tuntutan
dan kebutuhan masyarakat-Apa-yang-dilakukan pesantren dalam perubahan
dirinya merupakan salah<satu bentuk modernisasi pesantren, baik sebagai
lembaga pendidikan maupun sebagaijlembaga social 2

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren mulanya
merupakan pusat pengemblengan -nilai-nilai dan penyiaran agama Islam,
dengan menyediakan kurikulum berbasis agama. Pesantren diharapkan
mampu melahirkan | alwhni“yang-kelak) diharapkan mfampu menjadi figur
agamawan yang tanggih-dan mampu memainkna serta membiasakan peran
propetiknya pada, masyarakat, umums-artinya akselerasi mobilitas vertikal
dengan perjanjian materi-materi keagamaan menjadi prioritas untuk tidak
mengatakan satu-satunya prioritas dalam pendidikan pesantren.””?
Pemerintah menganggap proses belajar mengajar di pesantren tidak

memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena sistem pendidikan pesantren

lebih didominasi muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang

him.

2252%id Agiel Siradj, Pesantren Masa Depan, Cet. 1, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1999),
201-202 & hlm. 63-66.

23 A min Headari, Masa Depan Pesantren,( Jakarta: IRD Press, 2006), hilm. 127.
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belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam dan menggunakan
manajemen yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Tampaknya
pemerintah menerapkan standar ganda, satu sisi pesantren dianggap
pemerintah sebagai lembaga yang harus dibina dan dikembangkan karena
mempunyai peran yang cukup strategis untuk ikut memobilisasi masyarakat
guna mendukung stabilnya pembangunan ekonomi, namun di sisi lain
pesantren ditempatkan jauh dari sistem pendidikan nasional. Karena
bagaimanapun juga, sistem-pendidikan pesantren dianggap tidak memiliki
standar yang baku. 2

Fenomena tersebut sangat menyulitkan kedudukan pesantren dalam
percaturan sistem pendidikan| ‘Orde (Baru, schingga dalam konteks
perkembangan kesejarahan, pesantren merespon kebijakan Orde Baru sesuai
dengan dinamikanya. Artinya pesantren merespon secara akomodatif dan ada
juga pesantrén yang\nerespon—<secara defensif. ‘Ada pesantren yang
meresponnya dengan [meevisi kufikulimnya dan memasukknan semakin
banyak mata pelajaran-umum jdan gnembuka kelembagaan serta fasilitas-
fasilitas pendidikannya bagi kependidikan umum. Pada sisi lain, banyak juga
pesantren yang tetap bertahan dalam mempertahankan substansi pendidikan
tradisional 2’
Pada persoalan pertama , pesantren merespon kebijakan pendidikan

Orde Baru dengan melakukan evolusi pendidikan dengan cara membuka

24 Ali Riyadi, Politik Pendidikan, him. 201.

B 1bid.
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lembaga pendidikan modem({ umum), dan itu menjadi dinamika tersendiri
setelah merasa tersaingi dengan sistem kelembagaan madrasah sebagai
lembaga modem yang dikembangkan pemerintah. Untuk merespon
perkembangan tersebut, pesantren tetap berfungsi sebagai pesantren dalam
pengertian aslinya, yaitu tempat pendidikan dan pengajaran bagi santri yang
ingin memperoleh pengetahuan Islam secara mendalam dan sekaligus
madrasah bagi anak-anak di lingkungan pesantren. Sebagaimana murid-murid
madrasah ini sekaligus menjadi santri tetap di pesantren.zz(’

Masih dalam kaitan yang samay Menteri Agama Mukti Ali tahun
1974 pemah mengeluarkan kebijakan pendidikan ketrampilan di pondok
pesantren. Kebijakan ini timbul atas kritik/beliau terhadap pondok pesantren
salafi yang sepenuhnya  agaria. Mukti—Ali menilai hal tersebut terlalu
mementingkan kepandaian otak (menghafal) dan penonjolan keutamaan
akhlak (tasawuf), ‘tetapi, Kurang memperhatikan Ketrampilan tangan sebagai
bekal hidup setelah terjun ke masydrakat. Menurutnya secara ideal seorang
santri harus mampu ,menyerasikan antara sotak (head), akhlak (heart), dan
ketrampilan (hand).”*’

Kemudian kebijakan lainnya mengenai pesaniren lainnya adalah
peraturan pemerintah No. 3 tahun 1979 yang membuat kiasifikasi pondok
pesantren menjadi empat tipe, keempat tipe dalam peraturan tersebut bukan

keharusan untuk dimiliki pondok pesantren, karena varian pondok pesantren

6 1pid | hlm. 201 — 202.

27 Abd. Halim Socbahar, Kebijakan Pendidikan Istam dari Ordonasi Guru sampai UU
Sisdiknas , Cet.1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 53.
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memang sangat be:ragarn.223

Dampak dari kebijakan ini adalah “terpinggirkannya” lembaga
pendidikan pesantren dari sistem pendidikan nasional. Lebih-lebih ketika
pesantren berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih
teratur?®® Dampak lanjutannya adalah kurangnya pembinaan, upaya,
perhatian, pendanaan, dan dukungan sistem (supporting sistem) yang dapat
mendorong percepatan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki
sistem, standar, manajemern dan kurikulum yang baik.

Fakta telah |lmembuktikan bahwa perhatian dan pengakuan
(recognition) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak
menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat
minim, bahkan tamatarn PeSantren belum mendapat pengakuan mu’adalah
atau kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan
belajar ke jenjang pendidikar yang lebih tinggi’ matpyn untuk melamar
pekerjaan pada sektof-.formal. /Radahal—diakui atau tidak—selama ini,
masyarakat telahymemberikan, pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren.
Banyak dari Ilmuwan, negarwan, politisi dan tokoh masyarakat adalah
lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan di Juar
negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (mu’adalah)

terhadap pendidikan pondok pesantren.

287pid. . hlm.46 — 47.

9L Anwar, Pembaruan Pendidikan, hlm. 2.
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3) Kebijakan Pendidikan Islam Jalur Kurikulum

Berbicara mengenai kurikulum maka secara esensi kurikulum
merupakan sesuatu yang tidak menetap, artinya kurikulum dapat berubah
sesuai keadaan jaman dikarenakan berbagai macam hal. Hal itu terjadi karena
tujuan pendidikan yang tidak sesuai lagi atau keadaan masyarakat sudah
berubah, adanya kebijakan baru, sistem pendidikan -baru. Sehingga perubahan
atau perbaikan kurikulum tersebut-dapat. saja berubah sewaktu-waktu bila
dipandang perlu terjadi perubahan.230

Kurikulum yang berubahibisa saja karena perbedaaan dalam satu
komponen kurikulum |atau lebih dalam suatu periode tertentu.?!
Kenyataannya perubahan kurikulum memang harus disengaja yang dilakukan
untuk menghasilkan kurikulum baru jika dilihat dari aspek kualitasnya harus
lebih baik.

Sehingga berdasarkan sterminologi di atas maka perubahan
kurikulum bisa pajaj jberubah, secara=—sebagian, snamun bisa juga secara
menyeluruh. Dikatakan sebagian jika perubahan kurikulum tersebut hanya
terjadi pada sebagian kurikulum tertentu. Untuk perubahan yang sebagian ir;i,
tentunya tidak akan banyak berpengaruh pada komponen kurikulum lainnya.

Tetapi bila perubahan kurikulum secara menyeluruh terjadi, maka

2'wSubandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1992), him. 55.

Bpid | him. 78
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perubahannnya itu mencakup seluruh komponen sistem kurikulum, misalnya :
komponen tujuan, isi, metode, media, organisasi, strategi pelaksanaa.nnya.232

Dalam dunmia pendidikan, keberhasilan pendidikan sangat
tergantung pada perencanaan program kurikulum. Karena itu fungsi
kurikulum adalah untuk menyediakan program pendidikan yang relevan bagi
pencapaian sasaran akhir pendidikan. Kurikulum berfungsi menyiapkan dan
membentuk peserta didik agar dapat menjadi manusia yang memiliki
kompetensi tertentu sesuai-dengan-orientasi kurikulum dan sasaran akhir
program pendidikan. Kurikulum_sebagai produk, sebagai program, sebagai
kegiatan belajar serta mencermati béberapa titik kelemahan dan koreksi
terhadap kurikulum.

Peralihan Orde Lama, ke Orfdé Baru diiringi dengan perubahan-
perubahan mendasar pada bidang pendidikan, diantara perubahan ke
kurikulum (1975 “karena' adanya—ckeifiginan ufitbik “meningkatkan mutu
madrasah, pesantren dah ‘sebdgainya’\Dengan demikian antara madrasah dan
sekolah umumy, seeara .-status; s~adalah , sama, yaitu keduanya
mengimplementasikan pendidikan agama Islam di sekolah masin,cg,-masing.233
Disamping itu adanya kurikulum 1975 ini semakin mengintensifkan
madrasah dalam mengembangkan pendidikan agama Islam dibawah naungan

Departemen Agama.

Z2hid. him. 79.

M Abhdurrahman Assegaf, Politikhlm.144.
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Periode 1975 Orde Baru mengeluarkan SKB tiga menteri yang
memperkuat dan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan
nasional dan transformasi madrasah berorientasi pada pengembangan sumber
daya muslim.?*

Selanjutnya  kurikulum 1984 yang notabene merupakan
penyempurnaan dari kurikulum 1975. Sebenarnya tidak ada perubahan yang
siginifikan terhadap kurikulum 1984 ini. Salah satu perbedaan kurikulum
1984 dengan 1975 ini adalah-masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktif
dalam memperoleh hasil belajarserta riengolah perolehan tersebut. Ada
pengembangan dalam aspek pengajaran di-kelas, yaitu memperlakukan siswa
sebagai prioritas pembelajaran (student-centered). Selain itu dari aspek
pendidikan Islamnya, kurikulim, PAI pada sekolah-sekolah dan pesantren
sudah menjadi kelompok program inti, artinya pendidikan agama Islam tidak
lagi dianaktirikan dengan matapelajaran-tainnya.

Kurikulum 1994, tersebut \mengalami penguatan mata pelajaran
agama Islam, bila, para-kurikulum sebelumnya (1968) ditempatkan sebagai
kelompok pembinaan jiwa pancasila, kemudian pada tahun 1975 sebagai
kelompok pendidikan umum, selanjutnya pada tahun 1984 sebagai kelompok
program inti maka sampai sekarang mata pelajaran agama Islam sebagai

kelompok pelajaran umum.?*

P41bid., him. 145.
B51bid hlm .148.

B81bid., hlm.162.
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Bila diperinci, maka Orde Baru berkuasan kurikulum mengalami
beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya
kurikulum 1968 yang didasari oleh adanya tuntutan untuk mengadakan
perubahan secara radikal pemerintahan Orde Lama dalam segala aspek
kehidupan termasuk pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan
diterbitkannya kurikulum tahun 1975 (disempurnakan dengan kurikulum
1976 dan 1977). Perubahan ketiga terjadi dengan diberlakuannya kurikulum
tahun 1984. Perubahan keempat-terjadi-Ketika di negara kita diberlakukan
Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada tahun 1989
beserta seperangkat pefraturamy pemerintdh yang mengatur lebih lanjut
pelaksanaan UUSPN tefsebut, | menyebabkan perlunya pembuatan atau
penyusunan kurikulum yang sesuai, defigan rumusan pasal-pasal yang
tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya. Maka pada Tahun
1994diberlakukan ™ kurikalurit™ bar@ _Sesuai | dengan “Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan|/Nomof\060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.
Kurikulum Pendidikan=Pasar-Tahun,1994~disusun dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan
peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, perkembangan IPTEK serta kesenian yang menekankan
keterampilan dasar baca-tulis-hitung.?*’

Kurikulum pendidikan Islam yang secara khusus dikenal di sekolah

dengan nama pendidikan agama Islam adalah termasuk bidang garapan dalam

37 Asep Herry Hemawan, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran,Cet:11, (Jakarta :
Universitas Terbuka, 2008), him. 21.
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manajemen pendidikan Islam yang sangat penting. Mengapa ? sebab
kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu elemen penting dan
pendidikan Islam yang berfungsi mengarahkan segala bentuk aktivitas
pendidikan Islam demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan Islam.>®

Dengan adanya SKB tersebut lahirlah kurikulum 1974 dan
disempurnakan dengan kurikulum 1984 (CBSA). Penyempurnaan ini sejalan
dengan perubahan kurikulum dilingkungan Departemen P dan K. Namun
konsepsi Madrasah menjadi kabur. Akhimya munculah proyek rintisan
seperti Madrasah Aliyah Program Khusus(MAPK), yang kemudian berubah
MAK ketika ada UU Nomot,2 tahuh (989 tentang Sisdiknas.*’ Setelah
adanya UU no. 2 tahun 1989, muncul kembali UU no. 20 tahun 2003 yang
juga tentang Sisdiknas, yang memperkuat-tentang pendidikan agama bahwa
pendidikan agama (Islam) wajib dimuat disetiap jenjang atau tingkat (dari
pendidikan, dasar hingga pergbmuan “tinggi). Dan untuk pengembanéan
kurikulumnya diatur dengan peraturan pemerintah.*

Kembali ke UU no. 2, tahun 1989 tentang Sisdiknas, yang memuat
20 bab, 59 pasal secara umum menggambarkan adanya Unifikasi sistem

pendidikan,m yang di dalamnya dijelaskan tentang kelembagaan, peserta

B¥Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Marajemen Pendidikan Istam, (Yogyakarta:
Aditya Media Publishing, 2012), hlm.75.

B9\ uhaimin, Pemikiran dan aktualisasi Pengembagan Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), hlm.114-115.

20011 No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab X tentang kurikulum, (Bandung: Citra
Umbara, 2013}, hlm.78-79.

21gamsul Nizar, Sejarah Pendidikan Sejaral Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah
Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2013), him.369.
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didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum,
pembelajaran, evaluasi dan supervisi. Berdasarkan undang-undang tersebut,
pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, terpadu.
Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku diseluruh wilayah
negara. Menyeluruh dalam arti mencakup jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
Sedangkan terpadu berarti keterkaitan antara pendidikan nasional dengan

seluruh usaha pembangunan nasional.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab-bab diatas berkaitan dengan kebijakan era

Orde Baru, kesimpulan yang dapat diambil diantarany;a :

1. Di awal pemerintahan 'Ordé'/Baru ‘kebijakan politik yang diambil
berimplikasi pada lemahnya dukungan umat Islam. Namun demikian
untuk mengubah keadaan,“pemerintah| Orde Baru menggalang simpati
umat Islam yang | bertujuan | untuk | melancarkan berbagai macam
kepentingan di dalamnya, termasuk sektor pendidikan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi_sikap pemerintah Orde Baru terhadap
kebijakan pendidikan Islam, yaitu : (1) pengaruh politik : dalam hal ini
pemerintah Orde Baru-memiliki Kepentingan terhadap pendidikan Islam.
Pemerintah menghendaki_satu sistem pendidikan nasional yang berakibat
terjadinya dikotomi pendidikan yang berdampak kepentingan umat Islam
dinafikan. Hal itu direpresentasikan dengan diterbitkannnya Kepres tahun
1972, Inpres No. tahun 1974 serta UU No. 2 tahun 1989 yang mengatur
segala macam kebijakan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam
di dalamnya. (2) modemisasi pendidikan: pemerintah orde baru ingin
menjadikan pendidikan Islam sebagai "kelas dua”, di satu sisi modernisasi

ini ingin menjadikan pendidikan nasional menjadi tuan di negara sendini,

137
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di sisi lain respon umat Islam terhadap modernisasi menjadi terpecah
karena dikhawatirkan terjadi sekularisasi dan westernisasi terhadap
pendidikan, termasuk pendidikan Islam di dalamnya. (3) kecendrungan
dikotomik pendidikan Islam: Orde Baru menganggap pendidikan nasional
mewarisi pendidikan kolonial, sehingga antara pendidikan Islam dan
umum dijadikan alasan harus dipisahkan. Hal tersebut termanifestasikan
dalam pengaturan lembaga pendidikan Islam dan umum serta penyusunan

kurikulum.

B. Saran

1. Perlu adanya sinergitas-antara umat Islam dengan pemerintah. Sehingga
dengan terciptanya sinergitas antara keduanya dapat dihasilkan kebijakan
pemerintah pada bidang pendidikan yang berpihak kepada harapan,
kepentingan, dan Kebutthan-umatJslam,

2. Kebijaka.ri pendidikan(S€ydgyanya\dapat memberikan peningkatan kualitas
pendidikan, khususnya pendidikan Islam, di Indonesia apabila ditunjang
dengan kesamaan visi dan visi memajukan sumberdaya manusia Indonesia
lewat pendidikan.

3. Kebijakan pendidikan Islam seyogyanya harus tetap dikawal dan terus
diperjuangkan eksistensinya oleh umat Islam. Pemerintah sebagai penentu
kebijakan diharapkan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat
memberikan kemajuan bagi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan

Islam di Indonesia.
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4. Seyogyanya kebijakan pendidikan tidak boleh memihak kepada salah satu
kepentingan tertentu, dalam hal ini diskriminasi terhadap pendidikan Islam
harus dihapuskan. Representasi hal tersebut terlihat dari dualisme
pendidikan di Indonesia, antara pendidikan agama Islam dan umum serta
diskriminasi lembaga pendidikan Islam seperfi madrasah dan pesantren
yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan sekolah umum, di
kemudian hari diskriminasi tersebut tidak ditemukan lagi.

5. Pemerintah wajib memberikan perhatian yang layak kepada pendidikan
tidak  terkecuali kepada _ pendidikan Islam. Hal itu dapat
terimplementasikan dalam berbagai‘aspek yang terkait dengan pendidikan,
terutama aspek penganggaran, sarana-prasarana, kesejahteraan guru dan

sebagainya.
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